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UNDANEUNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997
DALAM KONTE]€ OTONOMI DAERAH

lbh : h. Hwry lledwm Snaffi, MSc

PENGANTAR I Peraturan dan Keputusan Menteril belum

terjadi pada masa sebelumnya.
dimana sebenarnya letak kesalahannya.

Persoalannya, sampai saat initindak 
I r"np" mengetahui kesalahan secara tepat

lanjut yang diharapkan dari Undang-undang 
I tentu berdanrpak pada ketidak-tepatan

ini berupa Peraturan Pemerintah maupun 
I o"l.r mengambilsolusi, dan bahkan sering

ketentuan yang lebih rendah seRerti 
I rati mengatasi persoalan yang justru

Lahirnya undang-undang No. 'tu 
I ::tl"til 

dirumuskan' Karenanya praktis

Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian I 
undang-undang ini belum sepenuhnya

merupakan respons atas perkembangan I 
dilaksanakan' Dengan demikian'

dan perubahan zaman seiring dengan I 
irnRlementasi 'o:l]"'tlngaraan

berkembangnya kebutuhan dan aspirasi I 
transmigrasi sejak tahun 1997 sebenarnya

masyarakat. Gejala perubahan yang mulai I 
oetum didasarkan 

'-1" 
undang'undang

dirasakan pada akhir PJP I (tahun 1993-an) | 
Nomor 15 Tahun 1997' tetapi juga sudah

itu dipicu oleh krisis ekonomi yang I 
meninggalkan uu' No' 3 Tahun 1972

berpuncak pada krisis multidimensi tahun I 
sebelumnva' walaupun Undang'undang ini

1gg7 bersamaan dengan lahirnya undang- | 
oel'm sepenuhnya dilaksanakan' tetapi

undang No. 15 Tahun 1997, setahun I 
sudah ada semangat yang kuat di kalangan

menjelang reformasi besar-besaran yang I 
nejabat penyelenggara transmigrasi untuk

merubah system penyetenggaraan I 
menoikuti arus reformasi dan otonomi

pemerintahan negara secara fundamentat. I 
daeran' Tetapi karena tanpa ketentuan

oleh karena suasana kebatinan dalam I Pelaksanaan penjabaran undang-undang

proses perubahan dan pembahasa. 
I )"_'l l"n':.]:tt 

sebasai acuan baku di

undang-undang bersamaan dengan I 
laRanoan' Maka ada kecenderungan

tekanan perubahan yang demikian besar, I 
oenvelenogaraan transmigrasi didasarkan

maka sebenarnya Undang-undang Nomor I 
atas oenafsiran pelaksana yang dipantas-

15 Tahun 1997 telah dijiwai oleh semansat I 
Pant6tkan dengan jiwa oroDA' walaupun

reformasi, dilandasi oleh keinginan untuk I 
oetum tentu tepat' Akibatnya' ketiga

mewujudkan demokratisasi dan otonomi I 
berbasai kasus muncul di lapangan' tidak

daerah, sekaligus keinginan untur I 
ada perangkat baku yang dapat dijadikan

membenahi berbagai kelemahan yang I 
dasar penilaian sehingga sulit mengukur

- 
| Oan juga sulit mengambil kesimpulan



menimbulkan persoalan baru. Akibat tidak I Karena itu, ada satu hal penting dalam

adanya ukuran itu, seringkali k€salahan I OTODA, yaitu menyangkut pembagian

yang terjadi ditimpakan pada Undang- | kewenangan atau urusan pemerintahan

undang No. 15 Tahun 1997 yang dianggap j antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi,

sebagai produk baru. Kondisi itulah antara I dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Ada tiga

lain yang menyebabkan berkembangnya I pendekatan atau pertimbangan ldalam

wacana untuk mengubah atau minimal I Pembagian urusan pemerintahan. Pertama,

mengkaji ulang Undang-undang No. 15 | Oertimbangan eksternalitas yaitu

Tahun 1997 karena dianggap tidak sesuai I pendekatan dalam pembagian urusan

dengan Undang-undang OTODA I pemerintahan dengan mempertimbangkan

OTODA DAN PEMBAGIAN
dampaUakibat yang ditimbulkan. Jika

KEryENANGAN pusAT DAERAH I 
dam.pak yang ditimbulkan bersifat lokal,

maka urusan pemerintahan tersebut
Memahami makna OTODA secara | - -I menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Jika

sederhana adalah menjawab sebuah 
I oarpar.yang ditimburkan bersifat regionar,

pertanyaan "untuk apa birokrasi 
| ,"m urusan pemerintahan tersebut

Pemerintah ada?. Jawabannya sederhana 
I meruparan kewenangan provinsi, dan jika

atas pertanyaan tersebut adalah "untuk 
I oamparnya nasionar menjadi kewenangan

melancarkan urusan rakyat yang 
I pemerintah . Kedua, pertimbangan

dlberikan melalul pelayanan puhllk". 
I akuntabilitas, yaitu pendekatan dalam

Jadi, pada hakekatnya penyelenggaraan 
I pemuagian urusan pemerintahan dengan

pemerintahan ditujukan pada terciptanYa 
I mempertimbangkan kedekatan antara

fungsi pelayanan publik (public service)' 
I tingtat pemerintahan dengan dampak dari

Artinya, birokrasi akan dirasakan 
I suatu urusan pemerintahan. Artinya,

manfaatnya oleh rakyat apabila urusan 
I seouarr urusan sebaiknya ditangani oleh

mereka dipermudah oleh keberadaan 
I tingrat pemerintahan yang lebih langsung

birokrasi' Jika sebaliknya yang lustru 
I menghadapi dampak dari urusan tersebut.

direpotkan, maka birokrasi itu tentu 
I Dan ketiga, pertimbangan efisiensi, yaitu

dianggap tidak profesional dan iuga 
I pendekatan daram pembagian urusan

akhirnya tidak akuntabel. pemerintahan dengan mempertimbangkan

Realitas sederhana dalam ungkapan I dayaguna dan hasilguna. Artinya,

tersebut menggambarkan bahwa makna I kewenangan suatu urusan pemerintahan

OTODA adalah mendekatkan pemangku I afan sangat tergantung pada tingkatan

kewenangan pelayanan publik (yang dalam I pemerintahan, mana yang paling

hal ini tingkatan pemerintahan) sedekat I menguntungkan.

mungkin dengan rakyat yang dilayani' 
I e"o"r"p" prinsip dasar oroDA tersebut,
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pada hakekatnya mengandung makna

bahwa sepanjang urusan pelayanin publik

dapat dilakukan qleh . tingkatan

pemerintahan terendah dan dampaknya

tidak berpengaruh pada tingkatan yang

lebih luas, maka kewenangan urusan

sebaiknya menjadi kewenangannya.

1997 yang menyebutkan bahwa

Transrnigrasi Umum diselenggarakan oleh

Pemerintah, dapat diartikan bahwa yang

dimaksud Pemerintah adalam Pemerintah

Puaat., Demikian pula pada pasal-pasal

lain, pada umumnya 'urusan.

ketransmigrasian merupakan kewenangan

atau tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Alasannya, karena transmigrasi rnemerlu-

kan dukungan anggaran yang relatif besar

dan dampaknya bersifat nasional, sehingga

wajar jika hal itu menjadi kewenangan

Pemerintah Pusat.

Pasal ' yang masih memungkinkan

TRANSMIGRASI DAN OTODA

Penjelasan umum Undang-undang

No. 15 Tahun 1997 tentang

Ketransmigrasian menyatakan bahwa

"penyelenggaraan transmigrasi merupakan

fugas Pemerintah dengan 
I oapat diperdebatkan adalah pasal 34 ayat

mempeftimbangkan perkembangan nilai'| g yang menyatakan bahwa "sefe/ai
rtilaidalam kehidupan masyarakat sehingga 

I mencapai sasaran pembangunan yang
piranserta masyarakat maka didorong 

I anetapxan atau serambat-rambatnya rima
dalam peiyelenggaraan transmigrasil t"n* sejak penempatan transmigran,
dengan rnemberikan kesempatan kepada I ---.,-^^--- 

| pembinaan permukiman transmigrasi
dunia usaha sebagai ' mitra dan 

I aiseranxpn kepada pemerintah Daerah,.
keikutsertaan masyarakat sebagaiI 

Rengertian "diserahkan kepada pemerintah
transmigran swakarsa". Pengertian tuoas 

I Daerah,,pada pasal ini memberikan alasan
Pemerintah dalam undang-undang ini 

I urr,*" ,bertentangan" dengan prinsip
akhimya menimbulkan bias penafsiran. Bit. 

I otoon, karena Undang-undang No. 22
jadi' pengertian Pemerintah disini adalah 

I r"nrn 1999 yang diubah dengan undang-
Pemerintah Pusat, karena dampak d"ti 

| ,no.ng No. 32 Tahun 2004 menegaskan
urusan transmigrasitidak saja bersifat lokal, 

I u.r,*" apapun yang terjadi di suatu daerah
tetapi regional dan bahkan nasional. Tetapi I --.^ L^,_-,--4-,--'l pada hakekatnya merupakan tanggung
bisa juga pengertian Pemerintah di sini 

I 
j"*"0 pemerintah Daerah yang

adalah seluruh tingkatan pemerintahan' 
I b"r."ngkutan. Kemudian dalam penjelasan

yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah 
I pasat ini menyebutkan bahwa

provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 
l,,prn"rg"n", penyelenggaraan

dengan pembagian yang proporsional. I -
I transmigrasi berakhir bilamana sasaran

Jika dikaitkan dengan ketentuan I pembangunan yang ditetapkan tetah

Pasal 7 Undang-undang No. '15 Tahun I tercapai.



Apabila transmigran telah mencaBaitingkatl3. tenrujudnya integrasi di permukiman

kesejahteraan dan ttngkat Pembinaan yang I transmigrasi belum ditetapkan menjadi

diharapkan atau . selambat-lambatnya lima I sasaran kuantitatif yang terukur

tahun sejak penempatan transmigran, maka I sehingga di lapangan seringkaliterjadi

pembinaan permukiman transmigrasil polemik paniang. 
1

diserahkan kepada Pemeintah Daerah 
I Rrib"tny., ada ketidakjelasan mengendi

dsf....". Pengertian ini juga menunjukkan 
I t"nggung jawab pemerintah pusat berhenti

bahwa kewenangan urugan

penyelenggaraan transmigrasi sampai

tercapainya sasaran yang ditetapkan

berada pada Pemerintah Pusat. Jika

dikaitkan dengan penjelasan Pasal 34 ayat

(2) yang menyatakan bahwa 'setelah

penyerahan pembinaan dilakukan, maka

perlakuan pembinaan Rhusus Yang

dilakukan melalui penyelenggaraan

transmigrasi, baik terhadap masyarakat dan

tingkungan sosia/ maupun linghungan fisik

disesuaikan dengan pembinaan yang

bertaku umum" tampak bahwa sebenarnya

yang menjadi urusan Pemerintah Pueat

hanyalah pemblnaan khusus, Yantu

pembinaan yang diberikan secara khusus

sebelum masyarakat dan permukiman

transmigrasi mencapai sasaran yang

ditetapkan. Sedangkan urusan pembinaan

kemasyarakatan dan urusan pelayanan

publik lainnya tetap menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah. Persoalannya, sasaran

yang ditetapkan pada Pasal 4 Undang-

undang No. 15 Tahun 1997 Yaitu :

1. meningkatnya kemamPuan

produktivitas;

2. terbangunnyakemandirian;dan

untuk memberikan pembinaan khusus, dan

kapan Pemerintah Daerah menerima

estafet. Kondisi demikian sampai ini masih

berlarut-larut sehingga ada kesan seolah-

olah setiap terjadi kasus di wilayah

bentukan transmigrasi Pemerlntah Daerah

'melepparkan" kepada Pemerintah Pusat.

Kegeluruhan pengertian Pasal 34 ini

dapat diartikan bahwa urusan pemerintahan

dl bidang penyelenggaraan transmigrasi

merupakan tanggung jawab Pemerintah

Pusat dalam rangka memberdayakan

Pemerintah Daerah untuk melaksanakan

OTODA. Dalam konteka ini dapat pula

diartikan bahwa sebenamya yang menjadi

tranggung jawab Pamerintah Pusat adalah

tanggung jawab pembiayaan eepanjang

Daerah belum mampu menyediakan

sendiri. Hal ini sebenamya dapat dipahami

karena pelaksanaan urusan

penyelenggaraan transmigrasi tidak

mungkin dilaksanakan oleh satu

Pemerintiah Daerah tertentu, demikian juga

dampak dari pelaksanaan urusan tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut,
dtn 

I oa"r Undahg-undang No. 15 Tahun 1997

menunjukkan bahwa transmigrasi

merupakan bentuk intervensi Pemerintah



Pusat dalam rangka memberdaYakan

Pemerintah Daerah melalui pengemLangan

potensi sumberdaya wilayah dan penataan

persebaran penduduk agar pada batasan

waktu lima tahun mamPu

menyelenggarakan OTODA. Disebut

sebagai bentuk intervensi, karena

menyangkut pemberdaYaan atau

pemampuan Pemda dan damPak dari

pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut

berskala nasional dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik lndonesia (NKRI).

Polemik yang masih daPat

diperdebatkan adalah adanya intervensi

yang pelaksanaannya perlu pengaturan

agar tidak terjadi duplikasi kewenangan

terhadap suatu urusan pemerintahan.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

KETRANSMIGRASIAN SEBAGAI SOLUSI

fUenyikapi polenik tersebut, ada dua

sohsiyang dapat ditenpuh tanpa harus nBradsi

Undangundang Nlo. 15 Tahun 1997.

Peftama, pengaturan pembagian tanggung

jawab dan kewenangan urusan secara

tegas. Pemerintah Pusat selayaknya

bertanggungjawab dalam fasilitas

pendanaan karena realitas menunjukkan

bahwa Pemerintah Daerah menghadapi

keterbatasan dalam mengembangkan

potensi sumberdaya wilayah yang dimiliki.

Artinya, fasilitas pendanaan yang diberikan

harus dalam kerangka memberdayakan

Pemerintah Daerah agar mampu

menyelenggarakan OTODA, tetapi bukan

berarti mengambil alih kewenangan atas

urusan tersebut.

Dan kedua, memberikan kewenangan

penetapan kebijakan, regulasi, dan mediasi

kepada Pemerintah Pusat berdasarkan

Undang-undang No 15 Tahun 1997, agar

dampak penyelenggaraan urusan

transmigrasi memberikan manfaat bagi

daerah-daerah asal maupun daerah tujuan

dalam kerangka nasional.***t*t*t*****
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. MENCIPTAXAN

KETENANGAN INDUSJRIII- Dl TEMPAT KERJA
MEIALUI

PEMBERDAYAMN SERIKAT PEKERJA DAN L]€ BIPARTIT

Obh : tidtd, Staufi Syamsuddin

A. TANTANGAN GLOBALISASI

Pada saat ini kita telah berada pada

era globalisasi Yang melahirkan

perdagangan bebas internasional. Era

globalisasi ini antara lain ditandai dengan

ciri-ciri: 1) memudarnya batas-batas antar

bangsa, 2) lahirnya persaingan bebas dan

ketat, 3) terbukanya pasar barang dan

tenaga kerja, 4) lahirnya pranata baru

sistem perdagangan, 5) lahirnya kekuatan

ekonomi baru, 6) lahirnya regionalisasi

perdagangan seperti: a) World Trade

Organization (VWO), b) Asia-European

Forum (ASEM), c) North. America Free

Trade Area (NAFTA), d) Asia Pacific

Economic Cooperation (APEC), e) Asean

Free Trade Area (AFTA).

Di sektor tenaga kerja, Pada tahun

't996, Organisasi Perdagangan Dunia

(VWO), mengakui dan menegaskan

dukungan terhadap kegiatan lLO, dalam

menetapkan konvensidasar ILO yang wajib

diterima dan dilaksanakan oleh semua

anggota WTO di dalam era perdagangan

bebas. Sebagai tindak lanjutnya, pada

tahun 1998, dikeluarkan Deklarasi ILO

mengenai penetapan Konvensi Dasar.

Deklarasi ini mendorong tiaptiap negara

untuk meningkatkan perlindungan sosial

berjalan seiring dengan kemajuan ekonomi

suatu bangsa.,Kedelapan Konvenei ddsar

tersebut dapat dibagi ke dalam empat

kelompok, sebagai berikut:
:

1. Penghipusan segala bentuk kerja

-paksa'atau kerja wajib;

a). Konvensi ILO Nomor 29/1930

tentang Kerja Paksa; '

b). Konvensi ILO Nomor 105/1957

tentang Larangan Kerja Paksa.

2. Kebebasan berserikat dan pengakuan

atas hak untuk melakukan perundingan

bersama;

a) Konvensi ILO Nomor 8711948

tentang Kebebasan Berserikat dan

Hak berorganisasi;

b) Konvensi ILO Nomor 98/1949

tentang Hak Untuk Berorganisasi

dan Berunding Bersama.

3. Larangan atas segala bentuk

diskriminasi;

a). Konvensi ILO Nomor 100/1951

tentang Persamaan Di Dalam

Penerimaan Penghasilan;



b). Konvensi ILO Nomor 111/1958

tentang Diskriminasi Dalam

Kesempatan Kerja dan Jabatan.

4, Larangan untuk mempekerjakan anak

a). Konvensi ILO Nomor 138/1973

tentang Usia Minimum;

b).Konvensi ILO Nomor 182/1999

tentang Pelarangan Tindakan Segera

Penghapusan Bentuk-bentuk

terburuk Pekerjaan Untuk Anak.

lndonesia termasuk salah satu

Negara yang meratifikasi ke delapan kon-

vensi dimaksud. Sebagai tlndak lanjut darl

ratiflkasi delapan Konvensi Dasar ILO

tergebut, dilakukan reformasi peraturan

perundang-undangan ketenagakerjaan.

Dengan pembaharuan peraturan dimaksud,

diharapkan terciptanya suatu hubungan

industrial yang harmonis dan dinamis, yang

siap menghadapi era perdagangan bebas.

Sampai dengan akhir tahun 2004, telah

diundangkan empat undang-undang,

yaitu:

l. Undang-undang Nomor 2112000

tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

2. Undang-undang Nomor 1312003

tentang Ketenagakerjaan.

3. Undang-undang Nomor 2t2OO4 tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan

lndustrial.

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004

tentang Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja lndonesia di

luar Negeri.

B. PARADIGIIA BARU HUEUNdEU

INDUSTRIAL

Sebagai konsekwensi lndonesia

meratifikasi Konvensi lLO, ditindak

lanjuti dengan memperbaharui perduran

perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pada saat yang bersamaan terjadi pula

perubahan politik pemerintahan di

dalam negeri, yang merubah sistem

pemerintahan,' dengan titik berat

paqa otonomi daerah. Kesemua

itu melahirkan paradigma baru

dalam Hubungan lndustrial, seperti

berikr,rljni.

Pertama, seJalan dengan sra

keterbukaan dan globalisasi, potensl

sumber-daya manusia terue menerus

berubah, perubahan itu terjadi dengan

relatif cepat; karena adanya: 1)

keragaman angkatan kerja, 2l

kecenderungan teknologi, 3) tuntutan

globalisasi, dan 4) perubahan dalam

dunia jabatan/kerja.

Kedua, dijaminnya kebebasan

berserikat, sebagai konsekuensinya,

konsep SP tunggal (trade unionl

berubah menjadi SP majemuk (labor

union). Keberadaan SP ditentukan

sendiri dari, oleh dan untuk pekeria,

tanpa campuT tangan pihak luar. SP

bebas memilih bentuk organisasinya.

Dalam mendirikan SP, tidak

memerlukan, izin atau restu dari

pengusaha atau pemerintah.



Ketiga, ditetapkannya nilai-nilai baru lC. LANGKAH STRATEGIS

syarat-syarat kerja, yang menjamin dan Untuk menjembatani kesenjangan

menghormati hak-hak asasi manusia dan I VanS terjadi karena adanya perubahan nilai"

non-diskriminatif. nilai baru dalam hub[ngan kerja,

Keempat, ditetapkannya secara normatif I pengusaha dituntut untuk mampu

sarana hubungan industrial yaitu: a) | mengtasinya dengan mengajak :, p€r6ll

serikat pekerja, b) organisasi pengusaha, 
I seerta pekerja sebagai rnika yang sejajar.

c) LKS bipartit, d) LKS tripartit, e) pera- 
| Hal itu dilakukan dengan suatu sikap sosial

turan perusahaan, 0 perjanjian kerja I untuk suka bekerjasama sesuai dengan

bersama, g) peraturan perundang- 
| 
ji*" dan falsafah Hubungan lndustrial

undangan ketenagakerjaan, dan h) | Pancasila. Untuk itu, ada beberapa langkah

lembaga penyelesaian perselisihan I strategis yang perlu dilakukan untuk

hubungan industrial meujudkar'1hal itu, seperti berikut ini.

Kelima, ditetapkannya tata cara baru dalam I Perlama, d.ariaspek manajerial, pengusaha
'I

penyelesaian perselisihan hubungan I dan .pgkeria saling mendukung, dan

industrial, dan diberikan pula definisi I mendoro4g agar dalam menjalankan

baru mengenai pengertian perselisihan I usahanya, perusahaan menerapkan

hubungan industrial. Tata ..r" I kon, ep gooa corporate governance. Dalam

penyelesaian dibagi dalam tiga tahapan, I pengelolaan sumber daya manusia di

tahapan pertama melalui perundingan I perusahaan diterapkan prinsip: 1) kgadilan

bipartit, tahap kedua penyelesaian diluar | (farmess), melindungihak-hak pekerja, baik

pengadilan, dan ketiga, penyelesaian I yang ditetapkan dalam peraturan

melalui pengadilan. perundang-undangan ketenagakerjaan

Keenam, lndonesia mulai menerapkan I maupun hak dan kewajiban yang

sistem pemerintahan otonomi daerah di I dituangkan dalam perjanjian Kerja, 2) trans-

tingkat kabupaten/ kota. Dengan I paransi (transparency), memberikan data

demikian peran Pemerintah Daerah I dan keterangan yang tepat waktu, jelas dan

menjadi sangat menonjol, termasuk I terbuka mengenaipengelolaan perusahaan,
I

kebijakan di bidang ketenagakerjaan. | 3) akuntabilitas (accountabilityl, menjamin
I

Misalnya dalam menetapkan upah I dilaksanakannya hak dan kewajiban semua

mtntmum. I pihak, dan bertanggung jawab penuh atas

sernua tindakan pengusaha, 4\

Semua haLhal diatas, merupakan tatangan I Pertanggung jawaban (respon-sibilityl,

baru bagi perusahaan dan pekerja/SP I menjamin , dipenuhinya kewajiban

dalam memenangkan persaingan di era I perusahaan, terutama yang rnenyangkut

pasar bebas. kepentingan peker-ja.
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Penerapan good cbrPorate

governance di perusahaan, secara konkrit

dapat dilihat sampai sejauh mana per€n

serta pekerja/SP, dalam ikut menentukan

keb'rjakan perusahaan. Sekurang-kurang-

nya ada tiga tolok ukur bentuk partisipasi

pekerja ditingkat perusahaan, yaitu :

1. Dalam menentukan upah, syarat-syarat

dan kondisi kerja melalui pembuatan

PKB. Hal ini merupakan sarana untuk

meningkatkan hubungan kemitraan.

Karena PKB merupakan sumber hukum

otonom yang Paling obYektif di

perusahaan.

2. Dalam menyusun kebijakan

3' Melalui program kepemilikan saham' 
I ouo"y" produktivitas yang tinggi, inovatif,

Pekerja diposisikan sebagai mitra dalam 
I Oan efisien dalam menjalankan usaha.

pengembangan perusahaan, yang ikut Dari sudut pandang produktivitas,
menikmatai dan/atau mengalami keru- 

| hubungan industrial menjadi media untuk
gian perusahaan, yang disebabkan 

I membangun kebersamaan dalam
antara lain oleh perilaku pekerja dalam 

I meningkatkan kinerja perusahaan agar
berproduksi dan menjalin hubungan 

I perusanaan mampu meningkatkan nilai

perusahaan yang bersifat manajerial

melalui LKS Bipartit. Dengan

keikutsertaan pekerja dalam

menentukan kebijakan perusa-haan,

menempatkan posisi pekerja sebagai

faktor internal, sehinggd dari peker-ja

akan tumbuh rasa ikut memiliki, yang

pada gilirannya dapat menciptakan

hubungan kemitraan, Yang daPat

mencegah/mengurangi konflik.

Etos kerja sebagai sikap moral beroriEntasi

pada norma-norma sebagai standar yang

harus diikuti, dan etos kerja sebagai sikap

kehendak menegaskan bahwa sikap itu

kehendaki secara bebas atas dasar

kesadaran sendiri. Etos kerja yang tinggi

meru-pakan salah satu penggerak utama

bagi pelipatgandaan produktivitas kerja.

Etos kerja sebagai sikap mental dapat

berkembang dengan baik bilamana diberi

kesempatan dan memperoleh penghargaan

dan imbalan yang sebaik-baiknya. Etos

kerja yang baik pada gilirannya akan

melahirkan produktivitas.

Datam era ekonomi global,

produktivitas tidak tergantung pada pilihan

usaha, melainkan pada bagaimana

memenangkan persaingan usaha, melalui

strategi yang tepat, jiwa wira usaha, dan

jalannya perusahaan. Biaya perkerja yang

murah bukan merupakan keunggulan dalam

kompetisi (comparative advantage). Biaya

pekerja yang , besar mungkin lebih

menguntungkan dalam memenangkan

persaingan (competitive advantagel,

sepanjang perusahaan telah memiliki

industrial. tambah, sefringga dapat memberikan

Kedua, menumbuh-kembangkan etos kerja I jaminan kehidupan yang layak bagi

dan produktivitas pekerja. pekerjanya, meningkatkan investasi dan



pengembangan usaha yang pada akhirnya I Oatam menggunakan hak tercebut, pEteria

diharapkan akan mendorong pertumbuhan I dituntut bertanggung jawab untuk menjamin

perusahaan I kepentingan yang lebih luas yaitu

Ketiga, di bidang hubungan industrial, I kepentingan bangsa dan negara. Oleh

bersama pekerja/SP melakukan upaya- | karena itu, penggunaan hak tersebut

upaya bersarna untuk memelihara I dilaksanakan dalam kerangka hubungan

kelangsungan usaha, jaminan perlin- | industrial yang harmonis, dinamis, dan

dungan dan kesejahteraan. Hal itu I berkeadilan.

dilakukan antara lain dengan I Pekerja merupakan mitra kerja

pemberdayaan dua insrtrumen utama I pengusaha yang sangat penting dalam
I

hubungan industrial di tempat kerja yaitu I proses produksi dalam rangka

serikat pekerja (SP) dan lembaga kerja I meningkatkan kesejahteraan pekerja dan

sama bipartit (LKS Bipartit). Agar dapat I keluarga-nya, menjamin kelangsungan

memanfaatkannya dengan baik dan benar, I perusahaan, dan meningkatkan

sebel;umnya kita patut mengetahui seluk- 
1 

fesej-af!"eraan ma-syarakat lndonesia pada

beluk kedua lembaga dimaksud, I umumnya. Sehubungan dengan itu, SP

sebagaimana diuraikan berikut ini. I merupakan sarana untuk memperjuangkan

I 
keRentinOan pekerja dan menciptakan

D. SERIKAT PEKERJA I hubungan industrial yang harmonis,

l. Latar Belakang I dinamis, dan berkeadilan. Dengan

Pekerja sebagai r/arga negara I demikian, pekerja dan SP, memiliki

mempunyai persamaan kedudukan dalam I tanggung jawab atas kelangsungan

hukum, berhak untuk mendapatkan I Perusahaan dan sebaliknya pengusaha

pekerjaan dan penghidupan yang layak, I memperlakukan pekerja sebagai mitra

mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam I sesuai dengan harkat dan martabat

satu organisasi, serta mendirikan dan I kemanusiaan.

menjadi anggota SP. Hak menjadi anggota

SP merupakan hak asasi pekerja, yang 12. Asas, Sifat dan Tuiuan

telah dijamin di dalam UUD 1945. Untuk I Dalam melaksanakan kebebasannya,

mewujudkan hak tersebut, kepada setiap I SP meneiima Pancasila sebagai

pekerja diberikan kesempatan yang seluas- | dasar negara dan Undang-Undang

luasnya mendirikan dan men-jadi anggota I Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara

SP, yang berfungsi sebagai sarana untuk I Kesatuan Republik lndonesia. SP

memperjuangkan, melin-dungi, dan I mempunyai sifat bebas, terbuka,

membela kepentingan dan meningkatkan J mandiri, demokratis, dan bertanggung

kesejahteraan pekerja dan keluarganya. I jawaO.

i
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Bertujuan memberikan

pgrlindungan, pembelaan hak d.l
kepentingan, serta meningkatkan

kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan

keluarganya. Untuk mencapai tujuan

dimaksud, SP mempunyai fungsi sebagai:

a) pihak dalam pembuatan PKB dan

penyelesaian perselisihan industrial, b)

wakil pekerja dalam LKS di bidang

ketenagakerjaan sesuai dengan

tingkatannya, misalnya LKS Bipartit, c)

sarana menciptakan hubungan industrial

yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan

sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, d) sarana penyalur

aspirasi dalam memperjuangkan hak dan

kepentingan anggotanya, e) perencana,

pelaksana, dan penanggung jawab

pemogokan pekerja sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang

berlaku, dan 0 wakil pekerja dalam

memperjuangkan kepemilikan saham di

perusahaan.

Setiap pekerja berhak membentuk

dan menjadi anggota SP. Sebuah SP

dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 orang

pekeria. Setiap SP berhak mem-bentuk dan

menjadi anggota federasi SP, Yaitu

gabungan beberapa SP, baik ber-dasarkan

sektor usaha, antarsektor usaha sejenis

atiau tidak, jenis pekeriaan atau bentuk lain

sesuai dengan kehendak pekerja.

Contohnya, SP yang dibentuk

berdasarkan sektor usaha, yaitu SP di

perusahaan tekstil bergabung dengan SP

di perusahaan tekstil lainnya, atau SP di

perusahaan jasa perhotelan bergabung

dengan SP di perusahaan jasa perhotelan,

lainnya. Sedangkan SP yang dibentuk

berdasarkan jenis pekerjaan misalnya, SP

tukang las atau SP pengemudi.

Pengertian SP bentuk lain adalah,

suatu SP yang dibentuk tidak berdasarkan

saiu sektor usaha tertentu atau jenis

pekerjaan tertentu. Misalnya, pekerja di

perusahaaii' roti; pekerja di perusahaan

batik, -ddh pekerja di perusahaan sepatu

atau pekerJa pembantu rumah tangga,

para pekerja yang bersangkutan

bergabung membentuk satu SP.

Seddngkan Yang dimaksud dengan

penjenjangan organisasi SP, federasi dan

konfederasi SP sesuai dengan wilayah.

pemerintahan yaitu tingkat kabupaten/kota,

propinsi, dan nasional.

SP yang menjadi anggota federasi dapat

menggunakan anggaran dasar dan

anggaran rumah tangga federesi SP,

demikian juga federasi yang menjadi

anggota konfederasi SP dapat

menggunakan anggaran dasar dan

anggaran rumah tangga konfederasi SP.

Mengingat SP dibentuk untuk meningkatkan

kesejahteraan dan perlindungan bagi

pekerja beserta keluarganya, tidak boleh

Sedangkan yang dimaksud dengan I membatasi dirinya hanya untuk kelompok-

sektor usaha termasuk usaha jasa. kelompok pekerja tertentu saja.

ll



Setiap SP diwajibkan untuk memiliki

anggaran dasar dan anggaran rumah

tangga, yang sekurang-kurangnya memuat:

a) nama dan lambang, b) dasar nega-ra,

asas, dan tujuan, c) tanggal pendirian, d)

tempat kedudukan, e) keanggotaan dan

kepengurusan, 0 sumber dan

pertanggungjawaban keuangan, dan g)

ketentuan perubahan anggaran dasar dan

atau anggaran rumah tangga.

Dalam melaksanakan hak

kebebasan berserikat ini, seorang pekerja

tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu

SP di satu perusahaan. Dalam hal seorang

pekerja dalam satu perusahaan ternyata

tercatat pada lebih dari satu SP, yang

bersangkutan harus menyatakan secara

tertulis satu SP yang dipilihnya. Namun

dengan pernyataan tertulis yang dibuatnya,

pekerja dapat pula menyatakan bahwa

yang bersangkutan sama sekali tidak

memilih diantara SP yang ada.

Bagi pekerja yang menduduki

jabatan tertentu di dalam satu perusahaan

dan jabatan itu dapat menimbulkan

pertentangan kepentingan antara pihak

pengusaha dan pekerja, missalnya manajer

sumber daya manusia, manajer keuangan,

atau manajer personalia yang

pengaturannya disepakati dalam PKB, tidak

boleh menjadi pengurus SP di perusahaan

yang bersangkutan.

Pekerja dapat berhenti sebagai

anggota SP dengan pernyataan tertulis.

' Pekerja dapat diberhentikan dari SP

sesuai dengan ketentuan anggaran dasar

dan/atau anggaran rumah tangga SP yang

bersangkutan. Pekerja, baik seibagai

pengurus maupun sebagai anggola SP

yang berhenti atau diberhentikan tetap

bertanggung jawab atas kewajiban yang

belum dipenuhinya terhadap SP.

3. Hak dan Kewajiban

SP yang telah mempunyai nomor

bultti pencatatan berhak a) membuat PKB

dengan pengusaha, b) mewakili pekerja

dalam menyelesaikan penelisihan lndus-

trial, c)l mewakili pekerja dalam lembaga

ketenagakerjaan, d) mernbentuk lembaga

atau melakukan kegiatan yang berkaitan

dengan usaha peningkatan kesejah-teraan

pekerja, dan e) melakukan kegiatan lainnya

di bidang ketenagakerjaan yang tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Misalnya

mendirikan koperasi, yayasan, atau bentuk

usaha lain.

Bagi SP yang telah mempunyai nomor bukti

pencatatan, berkewajiban untuk: a)

melindungi dan membela anggota dari

pelanggaran hak-hak dan mem-

perjuangkan kepentingannya, b)

memperjuangkan peningkatan

kesejahteraan anggota dan keluarganya,

dan c) mempertanggungjawabkan kegiatan

organisasi kepada anggotanya, sesuai

dengan angg'aran dasar dan anggaran

rumah tangga.
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4. Perlindungan Hak Berorganisasi

Siapapun dilarang menghalang-

halangi atau memaksa pekerja untuk mem-

bentuk atau tidak membentuk, menjadi

pengurus atau tidak menjadi pengurus,

menjadi anggota atau tidak menjadi

anggota dan/atau menjalankan atau tidak

menjalankan kegiatan SP dengan cara: a)

melakukan PHK, memberhentikan

sernentara, menurunkan jabatan, atau

melakukan mutasi, b) tidak membayar atau

mengurangi upah pekerja, c) melakukan

intimidasi dalam bentuk apapun, dan d)

melakukan kampanye anti pembentukan

SP. Pengusaha harus memberi kesem-

patan kepada pengurus dan/atau anggota

SP untuk menjalankan kegiatan SP dalam

jam kerja yang disepakati oleh kedua belah

pihak dan/atau yang diatur dalam PKB,

berupa pembebasan pengurus dan

anggota SP dalam beberapa waktu tertentu

dari tugas pokoknya sebagai pekerja,

sehingga dapat melak-sanakan kegiatan

SP. Dengan kesepakatan kedua belah

pihak dan/atau dalam PKB, diatur

mengenai: a) jenis kegiatan yang diberikan

kesempatan, b) tata cara pemberian

kesempatan, dan c) pemberian

kesempatan yang mendapat upah dan

yang tidak mendapat upah.

5. Keuangan dan Harta Kekayaan

c) bantuan anggota atau pihak lain

yang tidak mengikat.

Apabila bantuan pihak lain, berasal

dari luar negeri, pengurus SP

memberitahukan secara tertulis kepada

instansi yang bertanggungjawab di' bidang.

ketenagakerjaan sesuai dengan pera-turan

perundang-undangan yang berlaku.

Keuangan dan harta kekayaan SP harus

terpisah dari keuangan dan harta kekayaan

pribadi pengurus dan anggotanya.

Pemindahan atau pengalihan

keuangan dan harta kekayaan kepada

pihak lain, serta investasi dana dan usaha

tain 'pn$ "sah, hanya dapat dilakukan

menurut' AD dan/atau ART SP yang

bersangkutan. Pengurus bertanggung

jawab dalam penggunaan, pengelolaan

keuangan, dan harta kekayaan SP. Untuk

itu, pengurus wajib membuat pembukuan

keuangan dan harta kekayaan serta

melaporkan secara berkala kepada

anggotanya menurut AD/ART SP yang

tersangkutan.

6. Penyelesaian Perselisihan

Setiap perselisihan antar SP diselesaikan

secara musyawarah. Dalam hal

musyawarah tidak mencapai kesepakatan,

perselisihan antar SP diselesaikan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Khusus mengenai
Keuangan SP bersumber dari: a) 

| perselisihan antar Sp dalam satu
iuran anggota yang besarnya ditetapkan 

I perusahaan,, penyelesaianya dilakukan
dalam anggaran dasar atau anggaran 

I melalui pengadilan perselisihan hubungan

rumah tangga, b) hasil usaha yang sah, dan I industrial.

t3
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7. Pembubaran

SP pada semua tingkatan bubar,

dalam hal: a) dinyatakan oleh anggotanya

menurut anggaran dasar dan anggaran

rumah tangga, b) perusahaan tutup atau

menghentikan kegiatannya untuk selama-

lamanya yang mengakibatkan PHK bagi

seluruh pekerja di perusahaan setelah

seluruh kewajiban pengusaha terhadap

pekerja diselesaikan menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dan c)

dinyatakan dengan putusan Pengadilan.

Walaupun pihak-pihak lain di luar pekerja

tidak dapat membubarkan SP, hal ini tidak

berlaku secara mutlak, karena kepentingan

negara harus tetap dilindungi. Untuk itu,

undang-undang memberi kewenangan

kepada pengadilan untuk membubarkan SP

dengan syarat-syarat tertentu. Pengadilan

dapat membubarkan SP, yang mempunyai

asas yang bertentangan dengan Pancasila

dan UUD 1945 atau pengurus dan/atau

anggotanya atas nama SP, terbukti

melakukan kejahatan terhadap keamanan

negara dan dijatuhi pidana penjara

sekurang-kurangnya lima tahun yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila putusan yang dijatuhkan kepada

para pelaku tindak pidana, lama

hukumannya tidak sama, sebagai dasar

gugatan pembubaran SP digunakan

putusan yang memenuhi syarat. Yang

dimaksud dengan kejahatan terhadap

keamanan negara adalah kejahatan

sebagaimana dimaksud pada Buku ll Bab I

Pidana dan Undang-Undang Nomor 27

Tahun 1999 tentang Perubahan

yang Berkaitan dengan Kejahatan

Terhadap Keamanan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan

lama hukuman yang tidak sama, rnisalnya

terdapat 5 pelaku tindak pidana yang

masing-masing dijatuhi penjara 2 tahun, 3

tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan 6 tahun, yang

memenuhi syarat adalah putusan yang 5
dan 6 tahun. Gugatan pembubaran SP

diajukan oleh instansi pemerintah kepada

pengadilan tempat SP yang bersangkutan

berkedudukan.

. jri. .i

Bubarnya SP, tidak melepaskan

para pengurus dari tanggung jawab dan

kewajibannya, baik terhadap anggota

maupun terhadap pihak lain. Tanggung

jawab tersebut meliputi seluruh kewajiban

yang belum diselesaikan oleh pengurus

dan/atau anggota SP yang bersangkutan

termasuk kewajiban terhadap pihak ketiga,

misalnya membayar dan menagih hutang

piutang dan tanggung jawab administratif,

misalnya menyelesaikan pembukuan atau

dokumen organisasi.

Pengurus dan/atau anggota SP

yang terbukti bersalah menurut keputusan

pengadilan yang menyebabkan SP

dibubarkan, tidak boleh membentuk dan

menjadi pengurus SP lain selama tiga

tahun, sejak putusan pengadilan mengenai

pembubaran SP, telah mempunyiai

kekuatan hukum tetap.
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8. PendaftaranJPencatatan I O. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

Berdasarkan Kepnrenakertrans I tentangKetdn@akerjaan.

Nomor KEP. 16/MEN/2001, tentang Tatal7. Undang-Undang No. 2 tahun 2004

Cara Pencatatan Serikat PekerialSerikat I tentang Perryebsaian Perselisihan

Buruh. I hubunggn lndustrial.

Pokok-pokok perubalran yang diatur

dalam Kepmenakertrans dimaksud adalah: ln. IXS BIPARfiT

1. Lembaga pendaftaran diganti Oen$an I t. pengertian

pemberitahuan dan pencatatan; I l"rnbagn kerjasama Bipartit (LKS

2. Pencatatan dilakukan di tempat I eipartitt adalah suatu badan pada tingkat

kedudukan' (domisili) sP tersebut I perusahaan atau unit produksi yang

berada; I citentut ' oleft pekerja bersama-sama

3. Kewajiban menrberitahukan dibebankan I dengan pengusaha. LKs Bipartit

kepada SP yang bersangkutan I merupakan, for,urn konsultasi, komunikasi,

9. Atursn Perundangan I O"n muiya-warah dengan tugas utama

Beberapa perattran Perundang- | sebagi ineOla penerapan hubungan

undangan yang berkaitan dengan I industrial dalam praktek kehidupan kerja

kebebasan berserikat dan' ber'unding I sehari-hari, khususnya dalam kaitan upaya

bersama adalah sebagai berikut: I untuk meningkatkan produktivitas kerja,

1. Tap MPR No. XVI/MPR/1998 tentang I ketenangan kerja dan usaha, dan

Potitik Ekonomi Dalam Rangka I peningke*an partisipasi pekerja dalam

DemokrasiEkonomi. I penetaparr tata keria. Dengan ftrgas-tugas

2. Tap MpR No. IVIMPR/1999 tentang I tersebut, jelas batfwa posisi' LKS Bipartit

Garis€aris Besar Haluan Negara. I tidak mengambil alih peran dan kedudukan

3. Undang-Undang No. 18 tahun 1956 | lembaga lainnya, seperfi peran organisasi

tentang Ratifikasi Konvensi No. Sa I nekerja maupun peran pengusaha dalam

tentang Hak Untuk Berorganisasi dan I Pen9elolaan badan usahanya. Hasil kerja

Untuk Berunding Bersama. I LKS Bipartit menjadi masukan bagi semua

4. Keputusan presiden R.l No. g3 tahun I Oihat dalam usaha untuk menciptakdn

lgg8 tentang Pengesahan Konvensi I 
tAanangan kerja, ketenangan usaha,

ILO No. g7 tentang Kebebasan I Produktivitas kerja dan peningkatan

Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk I 
keseiahteraan'

Berorganisasi. Untuk menyiapkan jembatan bagi

5. Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 | terbinanya ."ti"g kepercayaan dan

tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. I keterbukaan di dalam hubungan kerja,
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dapat dimulai dalam bentuk forum bipartit,

yang dapat diperluas menjadi LKS Bipartit

yang efektif, sebagai forum dialog anlara

para pengusaha dan para wakil pekerja.

Sekarang ini, setiap perusahaan yang

mempekerjakan 50 orang,pekerja atau lebih,

wajib membentuk LKS Bipartit. Susunan

keanggotaan LKS Bipartit terdiri darLunsur

pengusaha dan unsur pekerja yang ditunjuk

oleh pekerja secara demokratis untuk

mewakili kepentingan pekerja di perusahaan

yang bersangkutan. Pada perusahaan

dengan jumlah pekerja kurang dari 50

orang, komunikasi dan kon-sultasi masih

dapat dilakukan secara individual dengan

baik dan efektif. Pada perusahaan dengan

jumlah pekerja 50 orang atau lebih,

komunikasi dan konsultasi dilakukan

melalui sistem perwakilan.

2. Bipartit Sebagai Sistefi

Dalam Undang-undang nornor 2

tahun 2004 tentang Penyelesaian Perse-

lisihan Hubungan lndustrial dikenal juga

adanya bipartit sebagai sistem, yaitu

mekanisme penyelesaian perselisihan yang

terjadi antara pekerja dengan pengusaha.

Dalam pertemuan ini dibahas

permasalahan yang terjadi di perusahaan

berkenaan dengan adanya/terjadinya

perselisihan di perusahaan.

Bila dalam suatu perusahaan terjadi

perselisihan antara pekerja dengan

pengusaha baik menyangkut perselisihan

kepentingan dan hak, perselisihan PHK

dan perselisihan antar SP, maka langkah

pertama yang diambil adalah 
"i"ng"n

mengadakan pertemuan antara kedua

pihak yang berselisih. Pertemuan ini

dimaksudkan agar permasalahan yang

timbul dan menyangkut kepentingan kedua

pihak tidak sampai muncut keluar sehingga

mengundang pihak lain untuk terlibat ii
dalamnya.

Penyelesaian cata ini merupakan

salah satu penyelesaian yang paling baik,

karena dilaksanakan tanpa pengaruh dari

luar a(inya kedua pihak yang berse-lisih

bertemu langsung dan membicarakan

permasalahannya untuk kemudian dicari

penyelesaiannya berdasarkan aturan yang

ada. Hal ini perlu disadari oleh kedua pihak,

agar putusan yang diambil dalam

pertemuan tersebut dapat diterima dan

dilaksanakan dan tidak perlu diperpanjang

lagi.

Namun bila dalam pertemuan

tersebut, tidak tercapai kesepakatan, maka

kedua pihak- dapat mengajukan

permasalahannya kepada dinas yang

membidangi ketenagakerjaan untuk

diperantarai. Dalam hal ini pegawai

perantara akan menanyakan sampai sejauh

mana perkembangan perundingan bipartit

yang sudah dilaksanakan.

3. Bipartit di Negara Lain

Kalau lndonesia mempe*enalkan

LKS bipartit di perusahaan, negara-negara

lain juga memiliki lembaga yang sama,

walaupun nama dan bentuknya berbeda,

tetapi paQa hakekatnya mempunyai tujuan

yang sama yaitu ingin menciptakan

I
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hubungan industrial yang bermartabat

tersebut.

Ambil contoh, PhiliPina metalui

dukungan dari ILO sejak awal 1980an telah

mengembangkan LMCC (Labour

Matnagement Consultative Committee-

Lembaga Konsultasi Pekerja Pengusaha)

yang pada dasarnya ingin mengembangkan

program-program bersama di tempat kerja

tanpa mengurangi makna dan fungsi SP.

Program-program yang dikembangkan di

Pilipina tersebut dapat dikaitkan dengan

usaha-usaha peningkatan pendapatan

pekerja dan keluarganya (income

generating projectl atau melalui program-

program kesejahteraan lainnya. LMCC ingin

mewujudkan tempat kerja yang nyaman

dan aman bagisemua fihak.

Contoh lain, di Eropa, misalnya telah

berdiri Work's Council (Dewan Kerja) yang

beranggotakan wakil pekerja dan wakil

pengusaha. Work Council membicarakan

masalah-masalah strategis yang dapat

meningkatkan kelangsungan dan hubungan

baik antara para pekerja dan pengusaha di

masa depan. Dalam Work's Council

tersebut, tidak hanya dikembangkan di

Jerman sebagai tempat asal lahir-nya

lembaga tersebut, tetapijuga telah berdiridi

banyak negara Eropa lainnya.

LKS bipartit juga sudah sejak lama ada dan

berkembang dengan baik di Jepang.

Melalui berbagai proses perkembangan,

lembaga bipartit Jepang telah mampu

melahirkan komitmen-komitmen penting

dalam menciptakan hubungan industrial

yang hermartabat dan berdimensi sosial

yang cukup tinggi tanpa melupakan

pendekatan kesisteman seperti yang

tertuang dalam UUKK.

Misalnya, lembaga bipartit Jepang

inemprakarsai program-program 'yang

terkait langsung dengan perkembangan

produktivitas, dan mengusulkan bentuk-

bentuk program yang dapat dikembangkan

di masing-masing tempat kerja. Dengan

demikian, para pekerja akan lupa dengan

niat jelek;-seperti mogok dan unjuk rasa. Di

luar itu, lembaga bipartit dimaksudkan untuk

mengembangkan kegiatan-kegiatan usaha,

sehingrgu. terjadi peningkatan profit secara

terus menerus setiap tahunnya.

LKS bipartit yang ingin klta kembangkan

adalah yang mampu memberikan inspirasi,

pemikiran, dan gagasan sehingga terhindar

dari adanya konflik ditempat kerja. Apabila

LKS bipartit telah berkembang dengan

pesat dan berdiri di tiap-tiap unit kerja,

maka diharapkan pemogokan, unjuk rasa

dan permasalahan-permasalahan yang

dikaitkan dengan ketidak nyamanan dalam

bekerja dapat teratasi dengan baik.

4. Fungsi, Tugas dan Tujuan

Fungsi LKS Bipartit: a) sebagai

forum komunikasi, konsuttasi, dan musya-

warah antara pengusaha dan wakil, SP atau

pekerja pada tingkat perusahaan dan b)

sebagai forum untuk membahas masalah

hubungan industrial di perusahaan guna

meningkatkan produktivitas kerja dan

kesejahteraan pekerja yang menjamin
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kelangsungan usaha dan menciptakan

ketenagnan kgrja.

Untuk melaksanakan fungsi

dimaksud LKS Bipartit mempunyaitugas: a)

melakukan pertemuan secara periodik

dan/atau sewaktu-waktu apabila diper-

lukan, b) mengkomunikasikan kebijakan

pengusaha dan aspirasi pekerja beAaitan

dengan kesejahteraan Pekerja dan

kelangsungan usaha, c) melakukan deteksi

dini dan menampung Permasalahan

hubungan industrial di perusahaan, d)

menyampaikan saran dan pertimbangan

kepada pengusaha dalam PenetaPan

kebijakan perusahaan, dan e)

menyampaikan saran dan pendapat kepada

pekerja dan/atau SP.

LKS Bipartit berlandaskan kePada

dua asas kerja sama, pertama, asas keke-

luargaan dan gotong royong dan kedua,

asas musyawarah untuk mufakat. Meka-

nieme atau hubungan kerja dengan

lembaga-lembaga lain bersifat koordinatif,

konsultatif dan komunikatif, LKS Bipartit

tidak boleh mengambil alih hak SP maupun

hak pimpinan perusahaan. Hasil-hasil

konsultasi dan komunikasi yang dicapai

hanya terbatas untuk konsumsi intern

perusahaan dan meruPakan saran,

rekomendasi, memorandum bagi pimpinan

perusahaan dan pekerja

Saran yang disampaikan yang merupakan

hasil kesepakatan sarasehan kedua belah

pihak, pelaksanaannya tidak mengikat.

Kesimpulan yang bersifat rekomendasi,

merupakankesepakatan yang mempunyai

nilai untuk diperhatikan sebagai 
=brh.n

pertimbangan dalam pelaksanaan.

Sedangkan memorandum, merupakan hasil

kesepakatan yang sudah pernah diajukan

kepada kedua belah pihak, atau ketentuan

lain yang sudah disepakati oleh'masing-

masing pihak, tetapi belum dilaksanakan.

Namun LKS Bipartit tidak boleh

mencampuri haLhal yang bersifat rahasia,

baik dari pihak pekerja maupun pihak

pengusaha.

Penentuan waktu, acara dan maleri

sidang LKS Bipartit dapat diusulkan oleh

pengusaha; SP atau anggota LKS Bipartit.

Seba.gai ,lembaga tersendiri, LKS Bipartit

bekerjasama dengan lembaga lainnya

seperli Panitia Pembina Kesela+natan dan

Kesehatan Kerja (P2K3) dan/atau SP

setempat. Dalam menjalankan tugasnya,

LKS Bipartit dapat mengundang tenaga ahli

baik dari unsur manajemen maupun unsur

SP sesuai dengan kebutuhan.

5. Keanggotaan

Kepengurusan LKS Bipartlt bersifat

kolektif dan kekeluargaan. Keanggotaan

LKS Bipartit ditetapkan dari unsur

pengusaha , dan unsur pekerja dengan

kOmposisi perbandingan satu' berbanding

satu, yang jumlahnya disesuaikan dengan

kebutuhan, dengan ketentuan paling sedikit

enam orang dan paling banyak 20 orang.

Sedangkan susunan pengurus LKS Bipettit

sekurang-kurangnya terdiri dari seorang

ketua; seorbng sekretaris dan anggota.

Jabatan ketua LKS Bipartit dapat d'rjabat

secara bergantian antara wakil pengusaha
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dan wakilpekerja.

Pengurus LKS Bipartit dipilih oleh dan

dari anggota, sedangkan Pemilihan

pengurus dilaksanakan secara musyawarah

dan mufakat. Keanggotaan "LKS Bipartit

terdiri dari wakil-wakil perusahaan dan

wakil-wakil SP atau wakil pekerja yang

terpilih. Keanggotaannya sekurang-

kurangnya berjumlah enam orang terdiri

daritiga orang wakil perusahaan, terdiri dari

Direksi atau Wakil yang ditunjuk dan tiga

orang wakil SP atau wakil pekerja yang

ditunjuk.

Untuk anggota dari unsur Pekerja

diatur sebagai berikut:

a. Dalam hal di perusahaan terdapat satu

SP dan semua pekerja menjadi anggota

SP tersebut, secara otomatis pengurus

SP menunjuk wakilnya . dalam LKS

Bipartit;

b. Dalam hal di perusahaan belum

terbentuk SP, yang mewakili pekerja

dalam LKS Bipartit adalah pekerja yang

iipilih secara demokratis;

c. Dalam hal di perusahaan terdapat lebih

dari satu SP dan seluruh Pekerja

menjadi anggota SP, Yang mewakili

pekerja dalam LKS Bipartit adalah wakil

masing-masing SP yang perwakilannya

ditentukan secara proporsional;

d. Dalam hat di perusahaan terdapat satu

SP dan ada pekerja yang tidak menjadi

anggota SP, SP tersebut menunjuk

wakilnya dalam LKS Bipadit dan pekerja

yang tidak menjadi anggota SP

menunjuk wakilnya yang dipilih secarEl

demokratis;

Dalam hal dl perusahaan terdaPat

lebih dari satu SP dan ada pekerja yang

tidak menjadi anggota SP, masing-masing

SP, menunjuk wakilnya dalam LKS Bipartit

secara proporsional dan pekerja yang tidak

menjadi anggota SP menunjuk wakilnya

yang dipilih secara demokratis.

6, Tata cara Pembentukan

Tata cara pembentukan LKS Bipartit
.l-

dilaksanakan sebagai berikut: a) pengusaha

dan wakii SP dan/atau wakil pekerja

mengadakan musyawarah untuk

membentuk, menunjuk, dan menetapkan

anggota LKS Bipartit di perusahaan, b)

anggota lembaga menyepakati dan

menetapkan susunan pengurus LKS

Bipartit, dan c) pembentukan dan susunan

pengurus LKS Bipartit dituangkan dalam

berita acata yang ditandatangani oleh

pengusaha dan wakil SP atau wakil pekerja

di perusahaan. LKS Bipartit yang sudah

terbentuk dicatatkan kepada instansi

ketenagakerjaan Kabupaten/Kota selambat-

lambatnya 14 had kerja setelah pem-

bentukan. Untuk dapat dicatat, pengurus

LKS Bipartit menyampaikan iremberL

tahuan tertulis baik langsung maupun tidak

langsung dengan dilampiri berita acata

pembentukan,' susunan pengurus, dan

alamat perusahaan.
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Selambat-lambatnya tujuh hari kerja

setelah menerima pemberitahuan, instansi

ketenagakerjaan memberikan nomor bukti

pencatatan.

Masa kerja keanggotaan LKS

Bipartit dua tahun. Pergantian keanggotaan

LKS Bipartit sebelum berakhirnya-.t.t"
jabatan dapat dilakukan atas usuldari unsur

yang diwakilinya. Pergantian keanggotaan

LKS Bipartit diberitahukan kepada instansi

ketenagakerjaanKabupaten/Kota. Masa

jabatan keanggotaan LKS Bipartit berakhir

apabila: a) meninggaldunia, b) mutasi, atau

keluar dari perusahaan, c) mengundurkan

diri sebagai anggota lembaga, d) diganti

atas usul dari unsur yang diwakilinya, dan/

atau e)sebab-sebab lain yang menghalangi

tugas-tugas dalam keanggotaan lembaga.

Dalam melaksanakan tugasnya, LKS

Bipartit mengadakan pertemuan sekurang-

kurangnya satu kali dalam sebulan atau

setiap kali dipandang perlu. Materi

pertemuan dapat berasal dari unsur

pengusaha, unsur pekerja atau dari

pengurus LKS Bipartit, yang disepakati

untuk dibahas sebagai agenda pefiemuan

gesuai kebutuhan. Sedangkan hubungan

kerja LKS Bipartit dengan lembaga lainnya

di perusahaan bersifat koordinatif,

konsultatif, dan komunikatlf. Segala biaya

yang dlperlukan untuk pembentukan den

pelak-oanaan kegiatan LKS Bipartlt

dlbebankan kepada pengusaha, Kegiatan

LKS Bipartit secara berkala setiap enam

bulan dilaporkan kepada instansi

ketenagakerjaan Kabu paten/Kota.
Perlu dicatat bahwa LKS Bipartit

dibentuk di perusahaan, artinya di setiap

unit usaha/unit kerja perusahaan baik

barang maupun jasa, jadi tidak dibentuk

secara terpusat. Hal ini penting karena

pembentukan LKS bipartit dimaksudkan

I untuk meningkatkan produksi dan

produktivitas di unit usaha perusahaan yang

bersangkutan, misalnya di perusahaan jasa

yang mempunyai cabang di beberapa kota,

maka LK$ blpartit dibentuk disetiap kota.

Oleh karena itu LKS bipartit tidak dibuat di

tingkat pusat dan diberlakukan di seluruh

daerafi, tetapi dibuat di setiap unit usaha di

satu dberah. lni dimaksudkan untuk

membedakan dengan pembentukan

Perjanjian Kerja Bersama yang

ditandatangani di perusahaan pusat tetapi

berlaku bagi seluruh perusahaan

cabangnya.

7, Aturan Perundangan

Peraturan perundang,undangan

yang merupakan sumbur hukum

penyelenggaraan LKS Bipartit adalah:

a). Undang-undang Nomor 21 tahun 2000

tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

b). Undang-undang Nomor 13 tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan.

c). Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigraei R,l Nomor Kep. 255/MEN/

2003 tentang Tata Cara Pembentukan

dan Susunan Keanggotaan Lembaga

Kerjasama Bipartit.

20



s

F. PENUTUP untuk menciptakan hubungan industrial

Demikianlah beberapa upaya yang I yang harmonis.

dapat dilakukan oleh pengusaha bersama I Rasa aman yang berkeadilan akan

SP dalam menyikapi dan menyiasati pola I mendorong produktivitas kerja. Hubungan

hubungan kerja pada era persaingan I yang demikian, akan menumbuhkan

bebas. Peran bersama dimaksud intinya I ketenangan industrial, dimana pengusaha

menciptakan rasa aman dan berkeadilan 
I 
tenang berusaha dan pekerja tentram

dalam dunia usaha sebagai pra-syarat I bekerja. *"**
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PEMBANGUNAN KAWASAN
TRANSMIGRASI BERBASIS INVESTASI

DAN KEMITRAAN

Aeh: Dr.lr. Ruknaln Srr{ffiald, MMA

PENDAHULUAN

Dalam workshop dengan 
'r" 

"
'membedah UU No. 15 Tahun '1997 tentang

Ketransmigrasian untuk Revitalisasi

Transmigrasi'ada keinginan yang kuat dari

pihak panitia untuk menjaring sebanyak

mungkin gagasan dan masukan dari para

pemerhati transmigrasi, agar citra

penyelenggara-an transmigrasi lebih baik

dan dapat merebut kembali kepercayaan

masyarakat yang sempat terdistorsi akhir-

akhir ini. Sejarah panjang perjalanan 55

tahun transmigrasi dan satu abad kolonisasi

di lndonesia, telah banyak kisah sukses

yang diraih, disamping masih banyak pula

kegagalan yang dialami di beberapa

kawasan transmigrasi yang sampai

saatsekarang belum tertangani dengan

baik.

Panitia workshop juga sangat jeli dalam

membedah undang-undang ketransmigrasi-

an tersebut dengan tidak tanggung-

tanggung membahasnya ke dalam 6 topik

bahasan. Menurut hemat saya 6 topik

bahasan tersebut sebenarnya dapat diperas

menjadi 3 (tiga) subsistem yaitu :

1) subsistem biofisik;

2) subsistem sosialbudaya; dan

3) subsistem ekonomi.

Ketiga subsistem merupakan satu kesatuan

sistem yang utuh dari transmigrasi sebagai

suatu sistem.

Undang-Undang No. 15 Tahun 1997

tentang Ketransmigrasian mengamanatkan

bahwa "Penyelenggaraan tranamigrasi

dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih

meniQgkatkan kesejahteraan dan peran

serta masyarakat, pemerataan

pembangunan daerah, serta memperkukuh

persatuan dan kesatuan bangsa melalui

persebaran penduduk yang seimbang

dengan daya dukung alam dan daya

tampung lingkungan serta nilai budaya dan

adat istiadat masyarakat".

Berdasarkan amanat tersebut, harus

dipandang bahwa penyelenggaraan

transmigrasi merupakan satu kesatuan

sistem. Penyelenggaraan transmigrasi

sebagai suatu sistem yang utuh,

seyogyanya mengintegrasikan tiga

subsistem yaitu : (1) subsistem biofisik, (2)

subsistem sosial budaya dan (30 subsistem

ekonomi, yang harus saling mendukung

antara satu subsistem dengan subsistem

yang lainnya. Apabila salah Eatu subeistem

tersebut tidak,jalan, maka jangan berharap

bahwa penyelenggaraan transmigrasi akan

berhasil.
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Oleh sebab itu PenYelenggaraan

transmigrasi apabila ingin meraih sukses

yang sebesar-besarnya tidak mungkin

hanya mengandalkan kemampuan perintah

saja, akan tetapi harus dilaksanakan

bersama-sama dengan masYarakat.

Topik bahasan yang diminta kePada

saya oleh panitia adalah untuk memddhas

tentang Undang-Undang Ketransmigrasian

dalam konteks Pembangunan Ekonomi

melalui Peranserta Masyarakat, yang

berarti difokuskan bahasannya dari

subsistem ekonomi.

Upaya meningkatkan Peranserta

masyarakat dalam penyelenggaraan

transmigrasi secara jelas telah diamanatkan

oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 1997

pada BAB lX bahwa masYarakat

mempunyai hak dan kesempatan Yang

seluas-luasnya untuk berperanserta dalam

penyelenggaraan transmigrasi. Peranserta

sebagaimana dimaksud dapat dilakukan

secara perseorangan dan/atau kelompok

masyarakat dan/atau Badan Usaha.

Pemerintah bekewajiban mendorong dan

memberikan kemudahan kePada

perseorangan, kelompok masyarakat, dan

Badan Usaha untuk berperan serta dalam

penyelengg araan transmig rasi.

Sedangkan penyelenggaraan trans-

migrasi yang ditujukan untuk meningkatkan

kesejahteraan transmigrasi dan masyarakat

sekitar dilaksanakan dengan menciptakan

kesempatan kerja dan peluang usaha serta

mendorong perluasan dan pengembangan

'': :'

invdstasi.

Kondisi aktual 5 tahun terakhir

terutama setelah mengalami krisis

multidimensi yang sampai saat ini belum

pulih, ketersediaan Anggaran

Pembangunan dan Belanja Negara untuk

pembangunan dari Pemerintah sangat

terbatas tidak terkecuali alokasi dana untuk

pembangunan transmigrasi. Namun di sisi

lain penyelenggataan transmigrasi yang

dilakEanakan selama ini masih tetap

terfokus kepada program transmigrasi

umum, yang seluruh., pendanaannya

merupakan"subsidi pemerintah, sehingga

penyeEfiggaraan transmigrasi terkesan

mahal. Mbngalimya investasi ke kawasan

transmigrasipun sampai saat sekarang

terkesan masih belum memperlihatkan

tanda-tanda yang menggembirakan.

Kawasan transmigrasi belum merupakan

daya tarik bagi investor, terutama pasca

berakhirnya kebiJakan lnpres No. 1 Tahun

1986 tentang Pengembangan Perkebunan

dengan Pola Perkebunan lnti Rakyat (PlR)

yang dikaitkan dengan Program

Transmigrasi.

Oleh karena itu ke depan perlu dicari

upaya untuk menggali sumberdaya dari non

pemerintah' dalam meningkatkan program

Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB)

dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM),

yang telah diamanatkan oleh Undang-

undang deng,an membangun Kawasan

Transmigrasi Berbasis lnvestasi dan

Kemitraan.
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iIETUIBANGUN KAWASAN TRANS-

IIIGRASI BERBASIS INVESTASI DAN

KEiIIITRAAN SEBAGAI WUJUD NYATA

PETIIBANGUNAN EKONOMI LOKAL

1. Proses Penetapan Kawasan

Transmigrasi

Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah

Republik lndonesia No 2 Tahun't!99

tentang Penyelenggaraan Transmigrasi

mengamanatkan bahwa Pembangunan

Wilayah Pengembangan Transmigrasi

(WPT) dilaksanakan melalui

Transmigrasi Umum (TU) dan atau

Transmigrasi Swakarsa Berbantuan

(TSB), dan atau Transmigrasi

Swakarsa Mandiri

Pembangunan

(rsM).

Wilayah

Pengembangan Transmigrasi

sebagaimana dimaksud pada Pasal 11

ditujukan untuk mewujudkan pusat

pertumbuhan wilayah yang baru.

Kemudian dalam Pasal 13 dijelaskan

bahwa Kawasan yang diperuntukkan

sebagai rencana WPT harus sesuai

dengan rencana tata ruang

Wilayah/Daerah. Selain kawasan yang

akan dikembangkan harus memenuhi

syarat :

a. memiliki potensi yang dapat

dikembangkan sebagai produk

unggulan yang memenuhi skala

ekonomi;

b. mempunyai kemudahan hubungan

dengan kota atau wilayah yang

sedang berkembang;

c. tingkat kepadatan pendudfitnya

masih relatif rendah.

Selanjutnya Pemerintah Daerah dapat

merngalokasikan kawasan yang

mernenuhi syarat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 sbbagai

rencana Wilayah Pengembangan

Transmigrasi. Berdasarkan persetujuan

Pemerintah Daerah, Menteri dapat

menetapkan kawasan yang memenuhi

syarat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 sebagai rencane Wilayah

Pengembangan Transmigrasi.

Pengalokasian kawasan dan

percotuluan PemErintah Daerah

sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat

(1) dan ayat (2) ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Dengan bermaksud untuk mengikat dan

mendapat dukungan dari program lintas

sektor, maka Pasal 15 mengatur bahwa

kawasan yang telah ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah

diusulkan penetapannya oleh

Keputusan Presiden. Tahapan ini

sampai sekarang belum pernah

terealisasikan. Oleh karena itu saya

mengusulkan untuk dipertimbangkan

kembali dalam proses amandemen UU.

No. 15 Tahun 1997 yang sedang dalam

tahap pembahasan, apakah penetapan

WPT tercebut cukup di tingkat Provinsi

saja.

2. Pembangunan Ekonomi Lokal

Diera desentralisasi seperti sekarang
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Ini, pendekatan pembangunan ekonomi

lokal di kawasan transmigrasi selayaknya

harus sudah mendapat perhatian dan

sekaligus diaplikasikan oleh pemerintah

Kabupaten dan Kota dalam membangun

daerahnya. Dengan Pendekatan ini,

kegiatan pembangunan daerah diarahkan

kepada peningkatan dan pemanfgtan

unsur-unsur indigenous (unsur-unsur lokal)

yang mencakup sumberdaYa alam,

sumberdaya manusia, dan sosial budaya

dalam pembangunan daerah. Pendekatan

ini diharapkan daerah mamPu

meningkatkan kesejahteraan

masyarakatnya secara mandiri didasarkan

kepada keunggulan komparatif daerah.

Pada umumnya, sebagian besar kawasan

transmigrasi memiliki kegiatan basis di

bidang pertanian dalam arti luas, yang

mencakup kegiatan hulu dan hilir. Kegiatan

nonbasis, merupakan kegiatan masyarakat

yang hasilnya baik berupa barang ntaupun

jasa, diperuntukkan bagi masyarakat itu

sendiri dan dalam kawasan kehidupan

ekonomi masyarakat tersebut. Konsep

swasembada, mandiri, kesejahteraan dan

kualitas hidup amat menentukan dalam

kegiatan non basis.

Dalam pembangunan ekonomi lokal di

kawasan trbnsmigrasi ke depan selayaknya

dilaksdftakan dengan pendekatan strategis

yaitu :

1. Pendekatan Pembangunan Fisik

Pemerintah mulai pusat, provinsi dan

kabupaten/kota sebaiknya memfasilitasi

infrastruktur jaringan sarana dan

prasarana, pendidikan, kesehatan,

perijinan, dan fasilitas umum lainnya.

Dengan melalukan pembangunan

seperti tersebut, pemerintah dapat

memberikan peran dalam

pembangunan suatu lokalitas tertentu,

sehingga , siap untuk melakukan

kegiatan produksi pertanian atau bisnis

lainnya.

Pemilihan kegiatan pembangunan ekonomi I a' pembangunan fisik;

lokal perlu didasarkan atas hasil analisis I b, pengembangan basis;

basis sosial ekonomi dan kapasitas I c. pembangunan sumberdaya manusia;

pembangunan dari masyarakatnya. Secara I dan

umum kegiatan pembangunan ekonomi I d. pembangunan berbasis komunitas.

lokal dapat dibedakan atas dua kegiatan

yaitu basis dan non basis. Kegiatan basis

merupakan kegiatan suatu masyarakat

yang hasilnya baik berupa barang maupun

jasa, dialokasikan untuk tujuan ekspor ke

luar lingkungan masyarakat tersebut atau

dijual kepada para pedagang yang datang

dari luar masyarakat. Kegiatan ini dapat

digolongkan ke dalam kegiatan masyarakat

yang berorientasi ke luar, baik tingkat

regional, nasional maupun internasional.

Konsep efisiensi teknis maupun efisiensi

ekonomis sangat menentukan dalam

penentuan kegiatan basis di suatu kawasan

transmigrasi.
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2. Pendekatan Pengembangan Bisnis

Membangun kawasan transmigrasi

seyogyanya ditujukan dalam rangka

menciptakan kesempatan kerja, yang

dapat menyerap seluruh angkatan kerja,

sehingga diperlukan adanya suatu cara

untuk mendorong terbentuknylrbisnis

baru agar dapat menarik para investor

ke kawasan transmigrasi. Beberapa

cara yang daPat dilakukan untuk

pengembangan bisnis di kawasan

transmigrasi antara lain :

a. membentuk pusat-pusat pelayanan

bisnis kecil untuk memberikan

pelayanan pelatihan, konstasi

menyusun studi kelaYakan,

sehingga dapat memperbaiki kinerja

pengusaha kecil atau meningkatkan

tenaga kerja yang daPat diseraP;

b. bantuan modal usaha bagi

pengusaha-Pengusaha Yang tidak

memiliki dana atau Yang tidak bisa

mendapatkan bantuan dana dari

lembaga keuangan Yang ada;

c. mengembangkan Pusat informasi

bisnis yang menyediakan data dan

informasi bisnis Yang dapat

dipasarkan kepada Para investor

yang berminat.

3. PendekatanPengembangan

Sumberdaya Manusia

Tujuannya adalah untuk memberikan

kesempatan kepada masyarakat agar

mendapatkan pekerjaan yang layak,

baik bagi rnereka yang belum bekeria

maupun bagi mereka yang setengah

bekerja. Beberapa pendekatan yang

bisa dilakukan adalah :

a. pelatihan tenaga kerja disesuaikan

dengan kemampuan yang

diperlukan oleh lembaga penerima

kerja;

b. program pengembangan

sumberdaya . lokal, dengan

,:.,, n'rOfiib€ntuk lembaga di masyarakat

untuk membantu masyarakat agar

mendapatkan pekerjaan atau

meningkatkan ketrampilan dan

kemampuannya.

4. Pendekatan Pembangunan Berbasis

Komunitas

lnisiatif pembangunan berbasiskan

komunitas merupakan aktifitas yang

diinspirasikan oleh sekelompok

masyarakat untuk membantu

masyarakat di sekitarnya. Umumnya

pembangunan ini bertujuan untuk

menghasilkan kegiatan padat karya.

Dalam pembangunan ekonomi lokal

di kawasan transmigrasi, " jenis-jenis

Andalan Utama di Daerah pada umumnya

adalah bidang agraris, meliputi pertanian

Sumberdaya Manusia merupakan faktor I dalam arti luas yaitu pertanian tanaman

penting dalam proses pembangunan I Fangan, perkebunan, peternakan, dan

ekonomi lokal di kawasan transmigrasi. I perikanan'

T
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MEMBANGUN KOMITMEN INVESTASI I Berdasarkan pengalaman saya mengelola

DAN KEMITRAAN Dl KAWASAN I Direktorat Bina lnvestasi dan Kemitraan

TRANSMIGRASI I selama hampir 3 tahun, untuk tumbuh dan

Menarik investasi ke kawasan transmigrasi i 
U"tf"tUangnya investasi di kawasan

bukanlah persoalan mudah. Sama halnya I 
transmigrasi' maka diperlukan adanya

dengan menarik investasi ke rndonesia I 
komitmen yang kuat paling tidak bari 4

pada umumnya yang masih terfokus I 
nelaku utamanya (stakeholders). Keempat

kepada investasi yang memihak kefada I 
Relaku utama tersebut yaitu :

padat modal. Padahal investasi yang perlu | 1. pemerintah dari mulai pusat, provinsi

terus didorong dan dikembangkan adalah

investasi yang padat tenaga kerja dengan

mengolah bahan baku lokal. Berdasarkan

hasil analisis dan evalUasi baik para pakar

maupun para pengamat telah teridentifikasi

faktor-faktor penyebab belum kondusifnya

iklim investasi di lndonesia yaitu antara

lain :

1. karena tidak adanya kepastian hukum

dan lemahnya penegakan hukum;

2. situasi keamanan yang tidak kondusif;

3. situasi politik yang betum itabit; dan

4. dampak krisis multidimensi yang belum

pulih.

Kondisi tersebut sangat berpengaruh pula

terhadap upaya-upaya yang dilakukan

untuk menarik investasi ke kawasan

transmigrasi. Kalau saja kebijakan yang

ditetapkan pemerintah konsisten untuk

mendukung revitalisasi pertanian, maka

kawasan transmigrasi adalah merupakan

salah satu potensiyang sangat menjanjikan

sebagai suatu kawasan untuk

dikembangkan menjadi kawasan-kawasan

agribisnis sebagaicikal bakal untuk menjadi

pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

sampai ke kabupaten/kota;

2. badan usaha/investor;

3. lembaga keuangan/perbankan; dan

4. masyarakaUtransmigran itu sendiri.

Kdemiibt' pelaku utama tersebut diikat

dalam suatu konsep kerjasama

berbentuk kemitraan, bersifat

kesetaraan, saling menguntungkan,

transparant, dan berkelanjutan. peran

dan tanggung jawab dari masing-masing

pelaku utama harus bersifat sinergitas,

dan bersedia melepaskan egois dari

kepentingan individualnya. Hanya

dengan komitmen tersebut membangun

kawasan transmigrasi berbasis investasi

dan kemitraan dapat terelisasikan.

Konsep kemitraan dalam

mengembangkan investasi di kawasan

transmigrasi telah berjalan di 12

kabupaten/kota yang mengembangkan

komoditi kelapa sawit, coklat, tebu, dan

usaha perikanan. Adapun peran dan

tanggung jawab dari masing-masing

pelaku utam'a tersebut dapat dijelaskan

dalam gambar di bawah.
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Pola Kemitraan
Pemerintah, Lembaga Keuangan/Perbankan,

Perusahaan Swasta dan Petani Plasma

Keterangan .t
.t

I
,t

-----....1 = Peranan masing-masing stakeholders

Dari konsep kemitraan tersebut

diharapkan adanya sharing pendanaan

yang bersumber dari masing-masing

pelaku utama yang Pada akhirnYa

diharapkan akan adanya beneficial yang

dapat diraih oleh para pelaku utama

sesuai dengan perannya masing-

masing.

Undang-undang yang perlu dipadu-

serasikan tersebut antara lain :

a. Undang-undang No. 24 Tahun 1992

tentang Penataan Ruang Nasional;

b. Undang-undang No. 23 Tahun 1997

tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup dan Rancangan Peraturan

Pemerintrah tentang Pembagian

Kewenangan Pusat dan Daerah.

c. Undang-undang No.41 Tahun 2001

tentang Kehutanan;

d. Undang-undang No. 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah;

2. Dalam merancang program

penyelenggaraan transmigrasi ke depan

IV. PENUTUP

1. Dalam proses penetapan

transmigrasi yang akan

dikembangkan hendaknya

mempertimbangkan beberapa

Undang-undang yang terkait dengan

Undang-undang No. 15 Tahun 1997

tentang Ketransmigrasian.

| - Pembengunen tebun rawit
| . ManaJemen kebun sewil
! . Pcmararan hasll
I . Avellrt

Prlrnl Plasma den Ma3y.retd Aadla?

Pempur
Petnda

Medlal0r konfl ik. 3enlllkast agunan.....-.-,

. Perlzinan

. Sertllikasl lahan
- lnfra3lruktur
- Kele'sedlaan lahan
. Tax incenlle
. Kramlnrn

Pendapalan
bunga
Pendapalan
provisl

Retilbusl
PaJak
Lrpmgrn kcrtr
Peilumbuhan
ekonoml

' P€rus8hean Swasla

\ alaulnvsslor ,
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Hendaknya disinkronkan dengan current

issues seperti : rencana pemba1gunan

perkebunan kelapa sawit sepanjang

kawasan perbatasan Kalimantan;

rencana pembangunan Pulau-Pulau

kecil strategis; rencana kawasan cepat

tumbuh dan kawasan tertinggal.

Secara bertahap dan konsiSien

melaksanakan amanat Undang-undang

tentang Ketransmigrasian dengan

mengurangi program TU, meningkatkan

program TSB dan TSM, bekerjasama

dengan para investor sehingga program

transmigrasi tidak terkesan mahal, dan

secara kelayakan ekonomi

pembangunan kawasan transmigrasi

lebih menjanjikan.

Pembangunan kawasan transmigrasi

berbasis investasi dan kemitraan adalah

merupakan suatu keniscayaan di waktu

yang akan datang, sebagai bentuk

konkrit kornitmen dari 4 pelaku utama

yang menyelenggarakan transmigrasi.

Aset Departemen Tenaga Kerja dan

Transmigrasi berupa lahan yang sudah

ada SK.HPL harus dijadikan modalawal

untuk menarik investor ke kawasan

transmigrasi.r***r*r*
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PENDAHULUAN

Berbicara tentang hukum acara, biasanya

orang yang tidak mengetahul hukum biea

beranggapan bahwa hukum acara ltu tidak

lain terdlri dari sekumpulan peraturan-

peraturan y?ng mempunyai formalitas

formalitas yang harus diikutl dalam suatu

prosedur dan biasanya mereka menganggap

dengan adanya hukum acara lnl akan

mengakibatkan lebih menyukarkan untuk

menyelesaikan . suatu masalah pada hal

sebenarnya bukanlah demikian.

Kalau kita teliti hukum acara perdata

yang dipakai dalam pengadilan, ada tiga

pihak atau kelompok dimana yang satu

dengan yang lain mempunyai hubungan, yaitu

adanya penggugat, tergugat dan hakim.

Ketiganya mempunlai fungsi sendiri-sendiri

dalam suatu proses.

Adanya hukum acara bertujuan untuk

mengatur pelaksanaan berperkara demi

kepentingan umum dan ketenteraman

masyarakat, sehingga peraturan yang

terdapat dalam hukum acara melarang orang

menjadi hakim sendiri, main hakim sendiri

(eigenrichting).

Mengenai hukum acara Pengadilan

Hubungan lndustrial, pasal 57 Undang-

undang No. 2 Tahun 2OO4 tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan

lndustrial (UU No. 2 Tahun 2004)

menentukan, hukum acara yang dipakai

dalam pengadilan hubungan industrial adalah

hulrum acara perdata )€ng berlaku dalam

lingkungan peradilan umum, kecuall yang

diatur secara khusus dalam undang-undang

ini. Pengadilan hubungan industrial bertugas

dan berwenang memeriksa dan memutus;

ditingk/t pertama mengenai perselisihan hak;

ditingkat pertama dan terakhlr mengenai

perseHsihan k6pentlnga; di tingkat pertama

mengenal perselisihan pemutusan hubungan

kerja; dan di tingkat pertama dan terakhir

mengenai perselisihan antar serikat

pekerja/serikat bruh dalam satu perusahaan.

Oleh. karena hukum acara yang dipakai

adalah hukum acara perdata yang berlaku

pada pengadilan dalam llngkungan peradilan

umum, maka sumbernla adalah HIR (Het

Herziene lndonesisch Reglemen/Hukum

Acara Perdata bagi Bangsa lndonesia dan

Timur Asing di Jawa dan Madura) atau sering

disebut RlB, (Reglemen lndonesia Yang

Diperbarui);

BERACARA

DI PENGADILAN HUBITNGAN INDUSTRIAL

Oleh : Reytman Arwn, S.H.,M.Hun.t)
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RBg (reglement Tot Regeling Van Het

Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en

Madura/Reglemen Acara Perdata untuk

daerah luar Jawa dan Madura); Undang-

undang No. 2 Tahun 2OO4 tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan

lndustrial; dan YurisPrudensi.

CARA MENGAJU]$N TUNTUTAN HAK "''
Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan

memperoleh perlindungan hak yang diberikan

oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya

"eigenrichting". Orang yang mengajukan

tuntutan hak memerlukan atau

berkepentingan akan perlindungan hukum. la

mempunyai kepentingan untuk memperoleh

perlindungan hukum, maka oleh karena itu

mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.

Disini disyaratkan adanya kepentingan untuk

mengajukan tuntutan hak. Seseorang yang

tidak menderita kerugian mengajukan

tuntutan hak, tentu tidak mempunyai

kepentingan. Tentunya tuntutan dari orang

yang tidak menderita kerugian sudah wajar

apabila tuntutannya itu tidak diterima oleh

pengadilan. Akan tetapi tidak setiap

kepentingan dapat diterima sebagai dasar

pengajuan tuntutan hak. sebagai misal:

seorang pekerja/buruh yang diskorsing

pengusaha karena dianggap telah melangglar

peraturan perusahaan. Dalam masa skorsing

itu pengusaha ternyata tidak membayar upah

pekerja/buruh, kemudian karena merasa

kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi,

isteri pekerja/buruh tanpa mendapat kuasa

dari pekerja/buruh, menggugat pengusaha ke

pengadila n hubungan industrial.

: Disinl tidak dapat disangkal bahwa

isteri pekerja,/buruh berkepentingan atas

upah pekerja/buruh yang tidak dibayar oleh

pengusaha. Akan tetapi kepentingannya itu

kurang cukup untuk timbulnya hak guna

menuntut baginya agar dapat diterima oleh

pengad ila n untuk diperiksa.

Jadi tidak setiap orang yang

mempunyai kepentingan dapat mengajukan

tuntutan hak semaunya ke pengadilan.

Karena jika setiap orang dibiarkan

mengajukan tuntutan hak, dapat dibayangkan

bahwa pengadilan akan kebanjiran tuntutan

hak. Untuk mencegah agar setiap orang tidak

asal Saja'mengajukan tuntutan hak ke

pengadilan, maka hanya kepentingan yang

cukup dan layak serta mempunyai dasar

hukum saja ya.ng dapat diterima sebagai

dasar tuntutan hak.

Menurut Sudikno Mertokusumo,

bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai

kepentingan hukum yang cukup, merupakan

syarat utama untuk dapat diterimanya

tuntutan hak itu oleh pengadilan guna

diperiksa: polnt d'interet, polnt d'action. lni

tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada

kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh

pengadilan. Hal itu masih tergantung pada

pembuktian. Baru kalau tuntutan hak itu

terbukti didasarkan atas suatu hak, pasti

akan dikabulkan. Mahkamah Agung dalam

putusannya tanggal 7 Juli 197L no. 294

K/Sip/7971" [ensyaratkan bahwa gugatan

harus diajukan oleh orang yang mempunyai

hubungan hukum.
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Tuntutan hakyangdi dalam pasal 118

ayat 1 HIR (pasal 142 ayat 1 Rbg) disebut

sebagai tuntutan perdata (bur$erllJke

vorderlnt) tidak lain adalah tuntutan hak yang

mengandung sengketa/perselisihan dan

lazimnya disebut gugatan. Gugatan dapat

diajukan baik secara tertulis (pasal .118 ayat

1 HlR, t42 ayat 1 Rbg) maupun secgJ9 lisan

(pasal 120 HlR, L44 ayal l Rbg).

Selama ini dalam Praktek

penyelesaian perselisihan hubungan

industrial, jika sorang pekerja/buruh merasa

haVkepentingannya tidak dilaksanakan oleh

pengusaha atau diputuskan hubungan

kerjanya tanpa terlebih dahulu memperoleh

rjin dari pemerintah/P4D/P, maka

pekerja/buruh dapat meminta

penyelesaiannya kepada lnstansi yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan

untuk diselesaikan, bahkan jika tidak selesai,

maka lnstansi yang bertanggung jawab di

bidang ketenagekrjaan wajib menyerahkan

perselisihan tersebut ke P4D/P, dan kepada

pekerja tidak dibenbankan kewajiban

mengajukan penyelesaian perselisihan

dimaksud Re P4D/P. Sekarang berdasarkan

UU No. 2 Tahun 2AO4, perselisihan yang tidak

dapat diselesaikan di tingkat mediator atau

konsiliator, maka pihak yang merasa

kepentingannya dirugikan dapat mengajukan

gugatan ke Pengadilan Hubungan lndustrial.

Berkaitan dengan hal tersebut,

menjadi pertanyiaan bagi kita, adakah

persyaratannya mengenai isi gugatan atau

surat gugat itu? atau, apakah yang harus

dimuat dalam surat gugat?

HIR dan Rbg hanya mengatur tentang

caran)€ mengajukan gugatan, sedang tentang

persyaratan mengenai isi dari pada gugatan

tidak ada ketentuannya. Bagi kepentingan

para pencari keadilan kekurangan ini diatasi

oleh adanya pasal 119 HIR (pasat 149 Rbg),

dan pasal 83 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004

yang mewajibkan hakim memeriksa isi

gugatan dan bila terdapat kekurangan, hakim

meminta penggugat untuk menyempurnakan

gugatannya. Lebih lanjut dalam

penjelesannya disebutkan, dalam

penyempurnaan gugatan, Panitera atau

Panitera Pengganti dapat membantu

peny,qgunan/menyempurnakan gugatan.

Untuk ilu Panitera atau Panitera Pengganil

mencatat dalam daftar khusus yang memuat:

nama lengkap dan alamat atau tempat

kedudukan para pihak; pokok-pokok

persoalan yang menjadi perselisihan atau

objek gugatan; dokumendokumen, surat-

Eurat dan hal-hal lain yang dianggap perlu

oleh penggugat. Tujuannya adalah untuk

mencegah adadya pengajuan gugatan-

gugatan yang kurang jelas atau kurang

lengkap.

Persyaratan mengenai isi gugatan kita

jumpai dalam pasal I no. 3 Rv yang

mengharuskan gugatan pada pokoknya

memuat:

f. identibs dari pada para pihak;

2. dalildalil konkrit tentang adanya hubungan

hukum yang merupakan dasar serta

alasan-alasan dari pada tuntutan

(middelen van den eis) atau lebih dikenal

dengan fundamentum petendi; dan
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3. tuntutan (onderwerp van den eis met een

duidelijke en bepaalde conclusie) atau

petitum.

Yang dimaksudkan dengan rdentitas

ialah ciri+iri dari pada penggugat dan

tergugat, Misalnya Pekerja sebagai Penggugat

dalam gugatannya mencantumkan nama,

jenis kela m in, ja bata n da la m pekerjaa n,u iitbr,

status perkawinan serta tempat tinggalnya.

Demikian juga dengan Tergugat, misalnya

nama perusahaan, status badan usahanya,

alamatnya, bahkan akte pendiriannya perlu

juga dicantumkan.

Fundamentum petendl atau dasar

tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian

yang menguraikan tentang kejadian-kejadian

atau peristiwa dan bagian yang menguraikan

tentang hukum. Uraian tentang kejadian

merupakan penjelasan duduknya perkara,

sedang uraian tentang hukum ialah uraian

tentang adanya hak atau hubungan hukum

yang menjadi dasar yuridis dari pada

tuntutan. Uraiah yuridis ini bukanlah

merupakan penyebutan peraturan-peraturan

hukum yang dUadikan dasar tuntutan. lni

sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR

(pasal 283 Rbg, 1865 BW) yang berbunyi

"Barang siapa yang mengaku mempunwl

suatu hak atau menyebut suatu peristlwa

untuk mene!,uhkan haknya atau untuk

membantah hak orang lain, harus

membuktikan adanya hak atau peristiwa

itu'. Oleh karenanya, bahwa hak atau

peristiwa yang harus dibuktikan di

persidangan nanti, harus di muat di dalam

fundamentum petendi sebagai dasar dari

tuntutanti yang memberi gambaran tentang
I

kejadian materiil yang merupakan dasar

tuntutan itu.

Sampai berapa jauhkah harus

diberikan perincian tentang peristiwa"yang

menjadi dasar tuntutan? Sukdikno

Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara

Perdata menyebutkan, ada yang berpendapat,

bahwa di dalam gugatan tidak cukup

disebutkan peristiwa hukum yang menjadi

dasar tuntutan saja, akan tetapi harus pula

disebutkan kejadian-kejadian yang nyata yang

mendahului peristiwa hukum yang menjadi

dasar gugatan itu, )€ng menjadi sebab

timbulnydr peristiwa hukum tersebut. Bagi

pekerja/penlgugat yang menuntut uang

pesangon misalnya, tidak cukup hanya

menyebutkan dalam gugatannya bahwa ia

adalah pekerja pada pengusaha/tergugat,

tetapi harus disebutkan juga bahwa ia

menjadi pekerja berdasarkan perjanjaian

kerja dan telah bekerja pada

pengusaha/tergugat selama sekian tahun

dengan menerima upah pertama sebesar

sekian dan upah terkahir sebesar sekian,

serta apa alasan pekerja/penggugat

menuntut uang pesangon kepada

pengusaha/tergugat, apakah karena ia'

diberhentikan tanpa kesalahan atau karena

perusahaa n melakukan efisiensi.

Teori lain, yang disebut teori

individualisasi (lndividualiseringtheorie),

menyatakan bahwa kejadian-kejadian yang

disebutkan daldm gugatan harus cukup

menunjukkan adanya hubungan hukum yang

menjadi dasar tuntutan, tanpa disebutkan

\
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inya atau sejarah terjacllnya'

karena hal itu dapat dikemukakan di dalam

persidangan pengadilan dengan disertai

pembuktian.

SelanjutnYa Yang dimaksud dengan

Petitum atau tuntutan ialah apa . yang oleh

penggugat diminta atau diharapkan aga(

diputuskan oleh hakim. Jadi petitum itu akan

mendapatkan jawabannya di dalam'tdi.tu*

atau amar putusan. Maka oleh karena itu

penggugat harus merumuskan petitum

dengan jelas dan tegas' Pasal 94 Rv

menentukan bahwa apabila pasal 8 Rv tidak

diikuti, maka akibatnya gugatan batal, bukan

tidak dapat diterima.

Seringkali, dalam praktek berperkara

di pengadilan bahwa disamping petitum atau

tuntutan pokok, yaitu yang terutama diminta,

kita jumpai tuntutan tambahan atau

pelengkap pada tuntutan pokok. Biasanya

sebagai tuntutan ta mbahan'ada ta n :

a. tuntutan agar dapat tergugat dihukum

membayar biaYa Perkara. Yang

dimaksudkan dengan beaYa Perkara

ialah:

1. beaya kantor kePaniteraan

(griffierechten) dan beaya materai yang

diperlukan dalam beracara;

2. beaya saksi, ahli dan juru bahasa,

terhitung juga biaya sumpah mereka,

dengan pengertian bahwa pihak yang

minta supaya diperiksa lebih dari lima

orang saksi tentang satu peristiwa

tidak boleh menuntut baYaran

penyaksian yang lebih kePada

lawannya;

pemeriksaan setempet

perbuatan hakim lainnya;

4. gaii pejabat yang disuruh melakukan

panggilan, pemberitahuan dan segala

surat juru sita yang lain;

5. gajiyang harus dibayar kepadq panitera

pengadilan atau pejabat lain karena

menjalankan putusan hakim (pasal 182

HtR, 194 Rbg).

Beaya perkara itu dibebankan kepada

yang dikalahkan. Sesuai dengan pasal 58

UU No.2 Tahun 2OO4, pihak-pihak yang

berperkara tidak dikenakan biap

termasuk biaya eksekusi yang nilai

gugatannya di bawah Rp.150.000.000,-
'1'(sdratus limapuluh juta rupiah).

Tuntutan agar putusan dinyatakan dapat

dilaksanakan lebih dulu (uitvoerbaar blJ

voorraad), meskipun putusannya dilawan

atau dimintakan kasasi (perselisihan PHK

dan perselisihan hak). Apabila terhadap

suatu putusan diajukan perlawanan,

dimintakan kasasi, maka putusan tersebut

belum dapat dilaksanakan karena

tindakan-tindakan tersebut menghentikan

usaha pelaksanaan putusan dan

menyebabkan perkaranya menjadi mentah

kembali (pasal t28 ayal 1, 180 auat 1

HlR, 152 ayat 1, 191 ayat 1 Rbg, 84 ayat

2,346 Rv).

b. Meskipun demikian dimungkinkan untuk

melaksanakan suatu putusan lebih dulu,

putusan serta merta sedangkan terhadap

putusan tersebut diajukan perlawanan,

atau kasasi, apabila diperintahkan oleh

hakim di dalam putusannya atas

permintaan penggugat.

34



.F

Di dalam pasal 180 HIR (pasal 191 Rbg)

memang tidak ada ketentuan bahwa

pelaksanaan putusan 'bij voorraad" harus

dimintakan oleh penggugat, akan tetapi

mengingat bahwa acara perdata itu sifatnya

formil, di mana hakim bersikap menunggu,

maka dalam hal ini hakim secara ex officio

(tanpa diminta) tidak dapat memerintatkan

'putusan dapat dilaksanakan lebih dulu'.

Hakim dapat memerintahkan pelaksanaan

lebih dulu dari suatu putusan yang belum

mempunyai kekuatan hukum yang tetap atas

permintaan pihak yang bersangkutan. Jadi

tidak dengan sendirinya hakim harus

memerintahkan pelaksanaan lebih dulu,

walau diminta sekalipun oleh penggugat dan

syarat-syaratnya telah terpenuhi pula. Di

dalam praktek pada umunlaa permohonan

pelaksanaan "putusan lebih dulu" tidak selalu

dikabulkan.

Agar lebih besar kemungkinannYa

suatu gugatan dikabulkan oleh pengadilan,

maka sering, bahkan boleh dikatakan selalu

tuntutan pokok ilu (petitum primair) disertai

dengan tuntutan pengganti atau petitum

subsidiair. Fungsi daripada petitum subsidiair

ini menggantikan petitum primair, sekiranya

yang terakhir ini ditolak oleh pengadilan.

Misalnya penggugat menuntut primair

putusnya perjanjian dengan ditambah ganti

rugi, subsidiair (dengan pertimbangan kalau-

kalau tuntutan primair itu ditolak oleh

pengadilan) menuntut pelaksanaan perjanjian

dengan uang paksa.

Di dalam praktek memang banyak tuntutan

subsidiair diajukan di samping tuntutan

Hanya isi dari tuntutan subsidiiir itu

biasanya berbunyi: "agar haklm mengadlll

menurut keadllan yang, benar atau mohon

putusan Wng seadlladllnya/ex aequo et

bono', Tujuannya tidak lain agil kalau

tuntutan primair ditolak masih ada

kemungkinan dikabulkannya gugatan )€ng

didasarkan atas kebebasan dari hakim serta

keadilan. Jadi tuntutan subsidiair merupakan

tuntutan cadangan.

Tidak adanya ketentuan dalam HIR

mengenai syarat tentang isi gugatan

menyebabkan orang bebas menyusun dan

merumuskan gugatan itu asalcukup memberi

gambaran tentang kejadian materiil )4ang

menjadi dasar tuntuta n.

PIHAK.PIHAK DATAM PERKARA

Di dalam suatu sengketa perdata juga dalam

perselisihan hubungan industrial, sekurang-

kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak

penggugat yang. mengajukan gugatan, dan

pihak tergugat. Dan biasanya orang yang

la ngsu ng berkepentinga n send irila h yang aktif

bertindak sebagai pihak di muka pengadilan,

baik sebagai penggugat maupun sebagai

tergugat Mereka ini merupakan pihak

materiil, karena mereka mempunyai

kepentingan langsung di dalam perkara yang

bersangkutan, tetapi sekaligus juga

merupakan pihak formil, karena merekalah

yang beracara di muka pengadilan. Mereka

bertindak untuk kepentingan dan atas

namanya sendiri. Akan tetapi seseorang

dapat pula be'rtindak sebagai penggugat

atau tergugat di muka pengadilan tanpa
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mempunyai kepentingan secara langsung

dalam perkara yang bersangkutan.

Seorang wali atau Pengampu

bertindak sebagai pihak di muka pengadilan

atas namanya sendiri, tetapi untuk

kepentingan orang lain yang diwakilinya,

karena )€ng terakhir inilah yang mempunyai

kepentingan secara langsung (pasal1383,

446, 452,403 - 405 BW). Nama mereka

harus dimuat dalam gugatan dan disebut pula

dalam putusan, di samping nama-nama yang

mereka wakili. Mereka ini merupakan pihak

formil, sedangkan yang diwakilinya adalah

pihak materiil.

Di samping itu tidak jarang terjadi

suatu pihak materiil memerlukan seorang

wakil untuk beracara di muka pengadilan,

karena tidak rnungkin beracara tanpa diwakili.

Hal ini terjadi pada badan hukum, yang

beracara atas namanya 
. 
sendiri, tetapi

memerlukan seorang wakil yang bertindak di

muka pengadilan selaku pihak formil untuk

kepentingannya (pasal 8 angka 2 Rv, 1995

BW).

Hal tersebut di atas harus dibedakan dari

seorang pengacara/advokat yang walaupun

bertindak atas nama dan kepentingan

clientnya, bukanlah merupakan pihak, baik

formil maupun materiil. Penggugat maupun

tergugat yang memberikan kuasa kepada

pengacara/advokat untuk mewakili

kepentingannya di pengadilan hubungan

industrial. Pengacara/advokat yang dimaksud

adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 18

Tahun 2003 tentang Advokat.

Pihak-pihak yang diwakili oleh iuasa

harus membuat surat kuasa yang bersifat

khusus sesuai ketentuan pasal 123 ayat (1)

HlR, pasal 1,47 ayal (1) RBg. Surat kuasa

dimaksud harus memuat; identltas pemberi

kuasa termasuk kwalitasnya, identitas

penerima kuasa termasuk kwalitasnya,

kedudukannya apa sebagai penggugat atau

tergugat, menyebutkan objek perselisihan

atau pokok perselisihan serta nomor perkara

(apabila gugatan telah didaftar di pengadilan).

Sesuai dengan ketentuan pasal 87 UU No. 2

Tahun 2OO4, pihak yang berperkara dapat

memberikan kuasa kepada serikat

pekerja/serikat buruh dan atau organisasi

pengusaha untuk mewakili anggotanya

beracara di pengadilan hubungan industrial.

Pada asasnya setiap orang yang

merasa mempunyai hak dan ingln

menuntutnya atau ingin mempertahankan

atau membelanya, berwenang untuk

bertindak selaku pihak, baik selaku

penggugat maupun selaku tergugat (leEltima

pe,sona standi in Judiclo).

Kemampuan untuk bertindak (handelings-

bekwaamheid) sebagai pihak itu merupakan

komplemen penting daripada kewenangan

hukum (rechtsbevoeghdeid) atau kewenang-

an untuk menjadi pendukung hak. Siapa png

dianggap tidak mampu untuk bertindak

(personae miserabiles) dianggap tidak

mampu pula untuk bertindak selaku pihak di

muka pengadilan. Yang dianggap tidak

mampu bertindak sebagai pihak atau tidak

mempunyai k'emampuan prosesuil, pertama

adalah mereka yang belum cukup umur.
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Mereka ini diwakili oleh walinya. Batas

usia dewasa menurut UU No.13 Tahun 2003

adalah 18 tahun.

Bagi badan hukum (rechtsperson)

yang bertindak sebagai pihak (penggugat atau

t€rguga$ hanya dapat bertindak dengan

perantaraan orang atau mereka yang menurut

jabatannya didalam organisasi badan hgkum

itu, sehingga wajib dan berhak mewakili

badan hukum tersebut, misalnya menjabag

sebagai pengurus atau direksi. Untuk itu

dapat dilihat dalam anggaran dasar badan

hukum dimaksud yang tertuang dalam akte

pendiriannya.

PROSES PEMERIKSMN DI DAI.AM SIDANG

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap

perselisihan, dikenal dengan dua jenis

pemeriksaan yaitu pemeriksaan dengan

acara biasa dan pemeriksaan dengan acara

cepat. Pemeriksaan dengan acara biasa

dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum

acara perdata yang berlaku pada peradilan

umum, sedangkan pemeriksaan dengan

acara cepat dapat dilakukan berdasarkan

permohonan yang diajukan oleh para pihak

karena terdapat adanya kepentingan yang

cukup mendesak dari para pihak dan/atau

salah satu pihak. Kepentingan yang

mendesak tersebut disimpulkan dari alasan-

alasan permohonan dari yang

berkepentingan. Apabila permohonan untuk

beracara dengan cepat tersebut dikabulkan,

maka akan dikeluarkan penetapan dan

selanjutnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari

kerja setelah dikeluarkannya penetapan,

Ketua pengadilan negeri menentukan majelis

hakim; hari, tempat, dan waktu sidang tanpa

melalui prosedur perneriksaan dan tenggang

waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi

kedua bela h pihak, masing-masing ditentukan

tidak melebihi 14 (empat belas) hafi kerja.

dan selanjutnya hakim akan mengeluarkan

putusan.

Dalam pemeriksaan dengan acara biasa,

setelah gugatan didaftarkan, maka ketua

Pengadilan Negeri yang bersangkutan

menetapkan majelis hakim yang memeriksan

perselisihan dimaksud, dan dalam waktu

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja ketua

majelis hakim harus sudah melakukan sidang

pertama dengan

perkara/Wrselisihan.

pemeriksaan

EKSEPSI, JAWABAN DAN REKONPENSI

Dalam perkara perdata (termasuk

perselisihan hubungan industrial), tidak ada

ketentuan dalam undang-undang yang

mewajibkan tergugat untuk menjawab

gugatan penggugat. Akan tetapi apabila

tergugat tidak memberikan jawaban terhadap

gugatan penggugat, maka tergugat harus

menyadari bahwa ia akan memikiul segala

akibat dari sikapnya yang tidak memberikan

jawaban, yang kemungkinan sekali

dikalahkan. 
:

Bilamana tergugat memberikan jawaban,

maka jawaban diberikan setelah upaya

perdamaian yang dilakukan oleh hakim tirJak

berhasil, dan dapat memberikan memberikan

secara tertulis atau secaralasan.
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Jawaban tersebut dapat berupa pengakuan

atau berupa bantahan atau penyangkalan.

Jawaban tergugat dapat terdiri dari 2 macam,

yaitu:

1). jawaban yang tidak langsung mengenai

pokok perselisihan yang disebut eksepsi

(tangkisan); Misalnya, eksepsi yang

menyatakan bahwa perselisihan't!an$

diajukan penggugat belum waktunya

(prematur), eksepsi yang menyatakan

bahwa perselisihan yang diajukan

penggugat sudah pernah diputus

pengadilan (ne bis in idem) dan lain-lain;

2). jawaban yang langsung mengenai pokok

perselisihan.

Jawaban tergugat mengenai Pokok

perselisihan hendaknya dibuat dengan jelas,

pendek dan berisi langsung menjawab pokok

perselisihan dengann mengemukakan alasan-

alasan yang berdasar. Tergugat yang

memberikan jawaban tertiadap gugatan

penggugat dapat juga secara bersamaan

mengajukan gugat balasan (rekonpensi)

terhadap penggugat/tergugat dalam

rekonpensi. Pengajuan gugat balasan diatur

dalam pasal 132 a dan pasal t32 b HIR dan

merupakan suatu hak istimewa Yang

diberikan oleh hukum acara perdata kepada

tergugat untuk mengajukan suatu kehendak

untuk menggugat dari pihak tergugat

terhadap pihak penggugat secarabersama-

sama dengan gugatan (konpensi). Disebutkan

sebagai hak istimewa, karena sesungguhnya

pihak tergugat yang hendak menggugat pihak

penggugat (dalam konpensi) disebut sebagai

penggugat rekonpensi, dapat pula menempuh

jalan lain, yaitu mengajukan gugatail Ott,

secara tersendiri.

REPLIK DAN DUPLIK

Setelah tergugat mengajukan jawaban, maka

tahapan pemeriksaan selanjutnya r adalah

dengan replik, yaitu jawaban penggugat

terhadap jawaban tergugat atas gugatannya.

Replik juga dapat diajukan secara tertulis

maupun secara lisan. Replik diajukan oleh

penggugat untuk menguatkan gugatannya

dengan mematahkan alasan-alasan

penolakan/bantahan yang dikemukakan oleh

tergugat dalam jawabannya.

Setelah penggugat mengajukan replik,

tahapan berikutnya adalah pengajuan duplik

yaitu jawaban tergugat terhadap replik yang

diajukan oleh penggugat. Duplik juga dapat

diajukan secara tertulis maupun secara lisan.

Duplik diajukan oleh tergugat untuk

meneguhkan jawabannya yang lazimnya

berupa penolakan/bantahan terhadap

gugatan penggugat.

Apabila acala jawab menjawab antara

penggugat dengan tergugat sudah selesai

(cukup), maka tahap berikutnya adalah

pembuktian

PEMBUKTIAN

Setelah para pihak selesai melakukan jawab

menjawab dalam sidang yang

mengemukakan dalildalilnya yang bisa

dijadikan dasar untuk menguatkan haknya,

maupun untuk menyangkal pihak lain, namun

hal tersebut Selumlah cukup, akan tetapi

harus disertai dengan bukti-bukti yang sah

menurut hukum agar dapat dipastikan
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kebenaran' dalildalilnya. Dengan. pefiataan

lain peristiwa-peristiwa yang dikemukakan

harus disertai dengan pembuktian secara

yuridis. Yang dimaksud dengan pembuKian

adalah penyajian alat-alat bukti yang sah

menurut hukum kepada hakim yang

memeriksa suatu perkara guna memberikan

kepastian tentang kebenaran peristiwa png

dikemukakan (Riduan Syahrani 1988 : 55).

Dalam acara Pembuktian ini, Pihak-

pihak yang berselisih yang berkewajiban

membuKikan peristiwa yang dikemukakan

dan tidak perlu memberitahukan dan

membuktikan peraturannya. Hal ini sesuai

dengan asas hukum acara perdata, bahwa

hakim dianggab mengetahui hukumnya, baik

hukum/peraturan yang bersifat tertulis

rnaupun yang tidak tertulis.

Alatalat bukti dalam perkara perdata

( perselisiha n h ubu nga n ind ustria l) d isebutkan

dalam pasal 164 HIR/2&4 Rbg/1866 BW

yaitu:

a. Tulisan;

b. Saksisaksi;

c. Persangkaan;

d. Pengakuau dan

e. Sumpah.

Dari urutan alat€lat bukti tersebut, maka alat

buktitulisan merupakan alat bukti yang paling

utama.

Alat bukti tulisan adalah segala

sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan

yang bisa dimengerti dan mengandung suatu

fikiran tertentu. Alat buktitulisan dibagi dalam

2 macam pitu akta dan tulisan-tulisan lain

yang bukan akta.

Akta adalah suatu tulisan yang dibuat dengan

sengaia untuk dijadikan bukti tentang suatu

peristiwa dan ditandatangani oleh mereka

yang membuatnya. Akta juga dapat dibedakan

atas 2 macam yaitu akta otentik dan akta

dibawah tangan. Akta otentik adalah "' akta

yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat

yang berwenang untuk itu menurut undang'

undang. Sedangkan akta dibawah tangan

adalah akta yang dibuat sendiri oleh para

pihak yang berkepentingan tanpa bantuan

pejabat umum.

Pembuktian dengan saksi dilakukan

untuk memberikan keterangan Yang

membenqrkan atau menguatkan dalil-

dalil yang diajukan di . persidangan.

Keterangan yang diberikan oleh saksi

haruslah tentang peristiwa atau sesuatu

yang dilihat sendiri, didengar sendiri

atau dialami sendiri. Dengan demikian

kesaksian yang didengar dari orang

lain (testimonlum de audltu) bukan

merupakan alat bukti dan tidak perlu

dipertimbangkan.

Alat bukti selanjutnya _ adalah alat

bukti persangkaan. Yang dimaksud

dengan persangkaan adalah kesimpulan

yang diambil dari suatu peristiwa )lian!

dikenal atau dianggap terbukti dengan

mana diketahui adanya suatu peristiwa

yang tidak dikenal. Bilama4a Yang

menarik kesimpulan tersebut undang-

undang, maka persangkaan ini dinamakan

persangkaan undang-undang. sedangkan

bilamana ying menarik kesimPulan

tersebut adalah hakim, maka dinamakan
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persangkaan hakim. Oleh karena

persangl€an hanyalah merupakan suatu

kesimpulan, maka sementara ahli

berpendapat bahwa persangkaan sesungguh-

nya bukanlah alat bukti(Riduan Slahrani

1988:70).

Pengakuan merupakan keterangan

baik tertulis maupun lisan ,yang
membenarkan peristiwa, hak atau hubungan

hukum yang dikemukakan pihak lawan.

Pengakuan ini dapat dibagi atas 2 macarn

yaitu : pengakuan yang dilakuan di depan

sidang pengadilan dan pengakuan yang

dilakukan di luar sidang pengadilan.

Pengakuan di depan sidang pengadilan

merupakan bukti yang sempurna. Dengan

demikian apabila tergugat melakukan

pengakuan di depan sidang pengadilan

terhadap gugatan penggugat, maka

penggugat tidak perlu mengadakan

pembuKian, karena dengan pengakuan

tersebut sudah cukup untuk membuktikan

adanya peistiwa atau hubungan hukum yang

menimbulkan hak bagi penggugat.

Sedangkan pengakuan yang dilakukan di luar

sidang pengadilan bukan merupakan bukti

yang mengikat tetapi bukti bebas.

Sumpah adalah suatu pernyataan

yang khidmat yang diucapkan pada waktu

memberi keterangan dengan men$ngat

akan sifat Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi

pada hakikatnya sumpah merupakan

tindakan yang bersifar religius yang

digunakan dalam peradilan. Sumpah

diucapkan oleh salah satu pihak pada

waktu memberikan keterangan.

Karenanya Wirjono Prodjodikoro

'\
bukanlah sebagai alat bukti dan yang

menajdi alat bukti adalah keterangan

salah satu pihak yang dikuatkan dengan

sumpah. (Riduan Syahrani 1988: 76).

PUTUSAN

Setelah pemeriksaan perselisihan

sudah selesai, maka hakim akan

menjatuhkan putusan terhadap perselisihan

dimaksud. Putusan pengadilan adalah

pernyataan hakim yan diucapkan pada sidang

pengadilan yang terbuka untuk umum untuk

menyelesaikan atau mengakhiri perselisihan.

Dengan putusan pengadilan diharapkan

adanya"kepastian hukum dan keadllan dalam

perselisihan yang dihadapi. Setiap putusan

pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis,

yang harus ditanda tangani oleh hakim ketua

dan hakim anggota (ad hoc).

Susunan dan isi setiap putusan pengadilan

terdiridari4 (empat bagian yaitu;

1). Kepala putusan, Setiap putusan

pengadilan harus mempunyai kepala

putusan (irah-irah) yang berbunyi "Demi

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YanE

Maha Esa";

2). ldentitas pihak-pihak yang berselisih.

Dalam putusan pengadilan identitas

pihak-pihak yang berselisih harus dimuat

secara jelas yaitu, nama, alamat,

pekerjaan dan sebagainya serta nama

kuasa hukumnya kalau menguasakan

kepada orang lain;

3). Pertimbangan (alasanclasan).

Pertimbargan atau alasanalasan dalam

putusan pengadilan yaitu pertimbangan

tentang duduk permasalahannya
bahwa sebetulnya sum
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(feftelflke grondenl dan pertimbangan tentang

hukumnya (rechts$ronden\ dan 4). Amar

Putusan.

Amar (diktum) putusan Pengadilan

merupakan jawaban terhadap petitum dalam

gugatan penggugat. Apakah petitum dalam

konpensi dan rekonpensi dikabulkan. atau

ditolak pengadilan.

PENI'TUP

Demikian yang dapat dikemukakan, sedikit

ketentuan beracara di pengadilan hubungan

industrial dalam penyajlan inl, dengan

harapkan ada gambaran bagi pihak-plhak

yang belum mengetahui hukum acara perdata

yang berlaku pada peradilan umum.

Seklan.

4l


